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MOTTO

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan dan tidak
pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
diharamkan oleh Alah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama
yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh
sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS. At-Taubah [9]:29).

! Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Sigma
Exagrafika, 2007), 191.
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ABSTRAK

Nailatul Mufidah, Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I, 2022: Analisis Kepatuhan
Pajak Penghasilan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa
Bangsring Kabupaten Banyuwangi.

Pajak penghasilan merupakan pungutan resmi pemerintah kepada
masyarakat yang memiliki penghasilan atau pendapatan yang diterima serta
diperoleh dalam tahun pajak. Pengetahuan dan pemahaman pajak penghasilan
pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana kepatuhan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring dalam membayar pajak
penghasilan?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring dalam membayar pajak
penghasilan.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penentuan
informan peneliti menggunakan teknik purposive yaitu pertimbangan tertentu
terhadap informan yang dianggap mengetahui terkait penelitian. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa
data yang dilakukan melalui empat tahapan yakni, pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data dan kesimpulan serta keabsahan data menggunakan
triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring dalam membayar pajak
penghasilan disebabkan kurangnya pengetahuan, pemahaman pajak, ketentuan
dan kewajiban pajak khususnya pengetahuan pajak penghasilan yang
mengakibatkan pelaku usaha tidak memiliki NPWP, serta tidak mengetahui
penyetoran dan tarif pajak serta kurangnya kemampuan diri sendiri atau kesadaran
diri untuk mengetahui pajak sehingga mengakibatkan kelalaian dalam membayar
pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM), Pajak Penghasilan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sebuah daerah maupun sebuah negara berasal
dari sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, modal dan lain
sebagainya. Seiring berjalannya waktu atau perubahan zaman pertumbuhan
serta pembangunan ekonomi mempunyai peran penting dalam meningkatkan
pendapatan ekonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Kegiatan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM merupakan
salah satu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.? Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) mendominasi perekonomian di Indonesia dalam
memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya antara lain sektor perikanan,
pertanian, perkebunan, perdagangan, rumah makan/restoran, serta peteranakan.

Pertumbuhan serta perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) setiap tahunnya cukup bagus. Dan rata-rata pemerintah menekankan
pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk
membuat stabilitator serta dinamisator perekonomian Indonesia.® Menurut data
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah jumlah Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah di Indonesia yaitu mencapai 64,19 juta pada tahun 2021 dan

telah menyerap 97 persen tenaga kerja dan mengintegrasikan investasi sebesar

2 Abdul Halim, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”, Jurnal IImiah Ekonomi Pembangunan, Vol. 1
(2020), 158.

% Sudati Nur Sarfiah, dkk, “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa”, Jurnal REP
(Riset Ekonomi Pembangunan), Vol. 4 (2019), 139.



60,4 persen.* Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) vyaitu suatu unit
usaha produktif yang beroperasi sendiri, dilaksanakan dalam semua bidang
ekonomi baik secara individu atau berkelompok.®

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menginginkan
perkembangan usaha yang signifikan. Pertumbuhan usaha yang dilakukan oleh
pelaku usaha memiliki efek domino yang cukup luas, antara lain menyerap
tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pelaku usaha yang akan menciptakan
peluang bagi perpajakan negara. Pelaku usaha tidak semuanya paham dan
sadar akan pengetahuan dan kewajibannya dalam membayar pajak.
Pengetahuan seseorang mengenai peraturan perpajakan mempunyai peran
penting karena pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan dapat
membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Perpajakan merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara
karena penerimaan terbesar negara berasal dari sektor perpajakan. Pajak dapat
menunjang kehidupan suatu negara, tanpa adanya pajak pembangunan suatu
negara tidak dapat berfungsi dengan baik. Undang-undang Nomor 16 Tahun
2009 menjelaskan bahwa perpajakan merupakan suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh masyarakat, baik orang pribadi atau badan usaha yang wajib

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat

*Sri Noviyanti, “Pentingnya Peran dan Kontribusi UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia”,
https://money.kompas.com/read/2022/02/04/070800426/pentingnya-peran-dan-kontribusi-
umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-
indonesia?page=all#:text=Data%20Kementerian%20koperasi%20dan%20UMKM,senilai%20Rp
%208%2C6%20triliun (17 April 2022).

® Nuri Yussofa Rizal, “Pandemi Covid-19 Mengakibatkan Melemahnya Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah Di Wilayah Kejeran, Kota Surabaya”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 (2021), 1554.

® Riyanto Wujarso, dkk, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta”, Jurnal STEI Ekonomi, Vol. 29 (2020), 45.



memberikan insentif perpajakan karena dikelola terlebih dahulu oleh
pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh atau merata.”’
Bagi pemerintah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
memiliki peran yang begitu besar, sekitar 61,7 persen dari total PDB
diperkirakan dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meski
jumlah wajib pajak sudah meningkat tapi konstribusi pajak Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) tercatat masih rendah.® Peningkatan jumlah pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kurang seimbang dengan
kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam
kewajibannya sebagai wajib pajak. Maka dari itu, pengetahuan akan pajak
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berpengaruh dalam
pemahaman bagi pelaku usaha atau Wajib Pajak. Jika pelaku usaha atau Wajib
Pajak telah mengetahui akan hak dan kewajiban dalam perpajakan maka pelaku
usaha tersebut telah memahami pentingnya hak dan kewajiban perpajakan.®
Pengetahuan dan pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak
akan peraturan perpajakan akan menimbulkan ketidak taatan Wajib Pajak
terhadap kewajiban perpajakan. Wajib Pajak atau pelaku usaha akan cenderung

tidak menjadi patuh jika tidak memahami perpajakan. pemahaman perpajakan

" Chandra Pitaloka Puspodewanti dan Susanti, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas
Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya”,
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10 (2021), 968.

® Elsa Catriana, “Menkop : Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah”,
https://money.kompas.com/image/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-
masih-sangat-rendah?page=1 (17 April 2022).

% Pasca Rizki Dwi Ananda, dkk, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib
Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)”, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 6 (2015), 2.



sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).'?
Pajak penghasilan yaitu suatu pungutan resmi yang dikenakan kepada
masyarakat yang menerima atau memperoleh penghasilan atau pendapatan
sebagai kewajiban untuk kepentingan negara dan masyarakat selama tahun
pajak.**

Kewajiban pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam
perpajakan masih rendah dengan jumlah Wajib Pajak orang pribadi sebanyak
14,49 juta dan 993 ribu Wajib Pajak badan disebabkan kurangnya pengetahuan
dan pemahaman perpajakan serta tidak semua pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) di Indonesia sadar bahwa dirinya termasuk Wajib Pajak.
Pengetahuan dan pemahaman pajak yang kurang menjadi salah satu penyebab
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang
mengakibatkan kelalaian dalam kewajiban perpajakan. Maka dari itu,
pemerintah Indonesia menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak
Penghasilan (PPh). Diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 supaya
memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai
Wajib Pajak di Indonesia serta untuk memahami perpajakan yang berlaku
mengenai- pajak . penghasilan  bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM).*

10 1
Ibid., 4.

1 Rachmawati Meita Oktaviani, Pancawati Hardaningsih dan Ceacilia Srimindari, “Kepatuhan
Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan”, Jurnal Akuntansi, Vol. 21
(2017).

2°Adi Kurnia Hermawan dan Muhammad Rezha Ramadhan, “Pengaruh Perubahan Tarif PPh
UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali”, Simposium
Keuangan Negara, Vol. 3 (2020), 45.



Penerimaan pajak penghasilan merupakan penghasilan yang bersumber
dari rakyat yang memenuhi syarat untuk dijadikan subjek pajak serta
melakukan kegiatan yang bisa disebut objek pajak lalu penerimaan pajak
penghasilan tersebut diperoleh oleh pemerintah. Jumlah Wajib Pajak di Jawa
Timur semakin meningkat namun realisasi penerimaan pajak setiap tahun tidak
mencapai target dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib
Pajak di Jawa Timur mengenai perpajakan.*®

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febiani Tevia Permana dan
Endah Susilowati bahwa pemahaman Wajib Pajak di Jawa Timur dapat
dikatakan kurang maksimal. Maka dari itu, kesadaran akan perpajakan haruslah
ditumbuhkan pada setiap Wajib Pajak. Akan tetapi tidak semua Wajib Pajak di
Jawa Timur sadar sehingga pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan
masih kurang. Jika Wajib Pajak sudah sadar mengenai perpajakan maka Wajib
Pajak dengan senang hati akan memenuhi kewajibannya serta dapat

berkontribusi pada penerimaan pajak.*

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi
Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016 5,38
2017 5,62
2018 5,84
2019 5,55
2020 3,58
2021 4,27

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

3 Febiana Tevia Permana dan Endah Susilowati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan
Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai
Variabel Intervening pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang”, JIMAT (Jurnal lImiah
Mahasiswa Akuntansi), Vol. 12 (2021), 1030.

* Ibid., 1030.



Pertumbuhan ekonomi yang membaik berdampak positif dengan adanya
peningkatan jumlah pengunjung wisatawan. Dengan adanya peningkatan
jumlah pengunjung wisatawan maka mempunyai dampak positif juga bagi
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga produknya
mengalami peningkatan permintaan.” Menurut data dari Badan Pusat Statistik
Banyuwangi terdapat 296 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM). Namun tidak semua pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) sadar dalam kewajibannya membayar pajak. Dari data KPP Pratama
Banyuwangi terdapat 99.793 Wajib Pajak yang sudah terdaftar dan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) di tahun 2021. Dari
perbedaan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan
jumlah Wajib Pajak tidak seimbang karena kurangnya pengetahuan dan
pemahamaman terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum.*®

Desa Bangsring merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten
Banyuwangi yang terletak di pesisir pantai Kecamatan Wongsorejo dan
memiliki beberapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Banyak
pelaku usaha dari Desa Bangsring yang dapat mengembangkan usahanya dan
telah dikenal oleh masyarakat lokal maupun luar kota. Dari data yang terjadi di
Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi terdapat 16 pelaku Usaha Mikro,
Kecil dan-Menengah (UMKM). Berikut adalah tabel daftar nama Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi.'’

> Ali  Sodigin, “Pemkab Banyuwangi Optimis Ekonomi 2022  Membaik”,
https://radarbanyuwangi.jawapos.com/2022/01/06/pemkab-banyuwangi-optimistis-ekonomi-
2022-membaik/ (18 Mei 2022).

' Ali Sodigin, “Telat Lapor SPT, Denda Rp 100 Ribu Sampai Rp 1 Juta Menanti”,
https://radarbanyuwangi.jawapos.com/2022/03/31/telat-lapor-spt-denda-rp-100-ribu-sampai-rp-
1-juta-menanti/ (17 Mei 2022).

Y7 saiful Bahri, wawancara, Banyuwangi, 29 Maret 2022.



Daftar Nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Tabel 1.2

Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi

No | Nama Pemilik Usaha Produksi
Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)

1. | Akasa Alif Batu hias

2. | Arwaningsih Pembuatan kue-kue

3. | Asiyah Kripik pisang, jagung
dan jamu tradisional

4. | Deki Firmansyah Ikan hias dan tanaman
laut

5. | H. Paiman Meubel

6. | Ibu Emy Rumah produksi Ibu
Emy

7. | Jasmin Rumah produksi
Jasmin

8. | Jumlani Kerupuk

9. | Maddullah Meubel

10. | Martoyo Ikan segar

11. | Nita Yulianah Pengrajin  baju/Butik
rumah jahit bunda nita

12. | Sahitno Meubel

13. | Sujito Meubel

14. | Sunawi Perahu layar mini hias

15. | Tolak Alfiyah Ayam  betutu/Ayam
bakar

16. | Usnan Ikan segar

Sumber: Kantor Desa Bangsring

Dari data di atas pelaku usaha di Desa Bangsring memiliki beberapa
produk yang sudah terkenal oleh masyarakat sekitar dan para wisatawan.
Perkembangan produknya semakin meningkat begitu juga dengan pendapatan
usaha yang diperoleh pelaku usaha Desa Bangsring. Dari 16 pelaku usaha Desa
Bangsring belum sepenuhnya sudah menjadi Wajib Pajak. Ada 9 pelaku usaha
yang belum mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak. Hal ini bisa dikatakan

bahwa masih belum sepenuhnya masyarakat, lebih khususnya pelaku Usaha



Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bangsring mengetahui dan
memahami pajak penghasilan.

Para pelaku usaha di Desa Bangsring yang belum mendaftarkan diri
menjadi Wajib Pajak menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah
merupakan suatu kerugian karena hasil pendapatan yang mereka dapatkan dari
usahanya nanti akan berkurang akibat membayar pajak kepada pemerintah.
Selain itu, para pelaku usaha tersebut merasa enggan membayar pajak karena
praktik membayar pajak belum menjadi budaya di Desa Bangsring karena
masih ada masyarakat dan pelaku usaha yang coba-coba tidak membayar pajak
sehingga perilaku tersebut sudah tertanam di benak masing-masing masyarakat
pada Desa Bangsring dan hal tersebut menyebabkan masyarakat dan pelaku
usaha di Desa Bangsring lalai akan kewajibannya membayar pajak, serta dalam
pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan yang dinilai
masih rumit karena kurangnya pengetahuan tata cara perpajakan pada
masyarakat dan pelaku usaha di Desa Bangsring.

Jika pelaku usaha di Desa Bangsring patuh membayar pajak akan
mendapatkan beberapa keuntungan salah satunya yaitu dapat mempermudah
dalam perkembangan usaha yang dimilikinya, dalam pengembangan usaha
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selalu dibutuhkan sebagai persyaratan
administrasi serta dapat meningkatkan kredibilitas usaha. Di samping itu,
pelaku usaha pada Desa Bangsring yang sudah menjadi Wajib Pajak kurang
memahami perhitungan, membayar dan melaporkan pajak penghasilan.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang mengenai pajak penghasilan



mengakibatkan para pelaku usaha di Desa Bangsring lalai dalam kewajibannya
sebagai Wajib Pajak.*®
Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisis
kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai pajak
penghasilan di Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi dengan mengangkat
judul “Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pada Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi”.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka
fokus permasalahan yang muncul adalah “Bagaimana kepatuhan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring dalam membayar pajak
penghasilan?”.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada pokok pernasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini
yaitu untuk mengetahui kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) Desa Bangsring dalam membayar pajak penghasilan.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan diberikan
setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bagi
penulis, organisasi terkait, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.™

Manfaat yang diharapkan peneliti sebagai berikut:

'8 wilianto, wawancara, Banyuwangi, 30 Maret 2022.
9 Tim Revisi Buku Pedoman Karya Tulis Iimiah IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya llmiah
(Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.
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1. Secara Teoritis
Penelitian ini  diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam pengetahuan, perhitungan, pelaporan serta pembayaran
pajak penghasilan.
2. Secara Praktis
Selain manfaat teoritis, juga terkandung manfaat praktis pada
penelitian ini sebagai berikut:
a. Bagi Peneliti
Penelitian dilakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan
bagi peneliti agar dapat mengetahui kepatuhan pajak penghasilan pada
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terjadi di Desa
Bangsring Kabupaten Banyuwangi.
b. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Harapan peneliti dapat menambah pengetahuan bagi pihak
instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig (UIN KHAS)
Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang kepatuhan
pajak penghasilan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dengan kajian yang
sama atau menambah pustaka di kampus UIN KHAS Jember.

c. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan informasi dan

masukan kepada pihak yang terkait yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
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Menengah (UMKM) mengenai kepatuhan pajak penghasilan pada Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bangsring Kabupaten
Banyuwangi.
E. Definisi Istilah
Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang
menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul peneliti. Tujuannya agar tidak
terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh
peneliti.?°
Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam
penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:
1. Kepatuhan Pajak
Kepatuhan berasal dari kata dasar “patuh” yang merupakan taat, suka
menurut perintah. Kepatuhan pajak artinya kesadaran untuk mendaftarkan
diri sebagai Wajib Pajak, mempelajari, memahami peraturan Undang-
undang perpajakan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya dalam
kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan lain
sebagainya. Sejalan dengan itu, dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak
merupakan suatu perilaku dimana Wajib Pajak sadar akan kewajiban
perpajakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pajak Penghasilan
Pajak adalah salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang
diharapkan dapat mendukung pembangunan negara dan menunjang

pembelanjaan negara. Pajak penghasilan yaitu pendapatan negara yang

20 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah, 45.
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diperoleh dari iuran masyarakat sesuai dengan penghasilan atau pendapatan
setiap masyarakat yang telah menjadi Wajib Pajak dipaksakan serta
diwajibkan dalam membayar pajak dan penyetorannya dapat dibayarkan
langsung kepada aparat pajak.

Pajak penghasilan merupakan pungutan resmi pemerintah kepada
warga negara atau masyarakat yang menerima dan memperoleh penghasilan
maupun pendapatan selama satu tahun pajak. Dari definisi di atas dapat
diambil benang merah, judul yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
mengkaji secara mendalam terkait kepatuhan pajak penghasilan. Di mana
kepatuhan pajak penghasilan dijadikan sebagai upaya dalam mengatasi
kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai pajak
penghasilan. Sehingga upaya yang dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) Desa Bangsring bisa menjadi rujukan oleh Usaha
Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) lainnya.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan
skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika
pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:
BAB |, memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang
masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah

dan sistematika pembahasan.



13

BAB 11, bagian ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang
memiliki relevan dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta
memuat kajian teori.

BAB I1l, membahas tentang metode yang digunakan peneliti yang
meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian,
metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap
penelitian.

BAB 1V, berisi tentang inti atau hasil penelitian yang meliputi latar
belakang objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

BAB V, berisi tentang kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan
saran-saran dari peneliti dan diakhiri dengan penutup.

Bagian Akhir, memuat daftar pustaka, pernyataan keaslian penulis dan

lampiran-lampiran.



BAB |1

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu
Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian
terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, selanjutnya membuat
ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau yang
terpublikasikan (skripsi, tesis, dan sebagainya).”*

1. Ferry Irawan, Faizal Achmad Putra Erdika “Analisis Atas Penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Malang Selatan” (2021), Jurnal Pajak Indonesia, Politeknik
Keuangan Negara STAN.?

Fokus penelitian terletak pada bagaimana penerapan Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang
Selatan?. Dengan tujuan penelitian terdahulu untuk mengetahui dampak
penerapan PP No. 23 tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Malang Selatan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian
kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus.

Hasil - dari penelitian ini ditemukan bahwa ' perbandingan dari
penerimaan PPh final dari PP 46 Tahun 2013 maupun PP 23 Tahun 2018.
PP 23 Tahun 2018 menggantikan PP 46 Tahun 2013 yang di mana memiliki

pengaruh yang positif terhadap peningkatan perpajakan. Para pelaku Usaha

21 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah, 45.

22 Ferry Irawan dan Faizal Achmad Putra Erdika, “Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”, Jurnal Pajak
Indonesia, Vol. 5 (2021).

14
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Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendaftarkan diri sebagai Wajib
Pajak serta memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak atas
penghasilan usahanya.

Persamaannya terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan
metode penelitian kualitatif. Perbedaaannya penelitian terdahulu lebih
mengarah pada penerapan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, sedangkan peneliti membahas
kepatuhan pajak penghasilan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam membayar pajak.

2. Andi Afdilla, Audiah Umairah “Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM
Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di
Kecamatan Medan Timur” (2021), Jurnal Pembangunan Perkotaan, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.”®

Fokus masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengetahuan
Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai
kewajiban perpajakan dengan tarif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)?. Dengan tujuan penelitian terdahulu untuk mengetahui Wajib
Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai kewajiban
perpajakan tentang tarif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta
untuk mengetahui Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) terkait tata cara pembayaran pajak dengan tarifnya dan untuk

mengetahui pengetahuan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2 Andi Afdillah dan Audiah Umairah, “Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap
Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)”,
Jurnal Pembangunan Perkotaan, Vol. 9 (2021).
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(UMKM) mengenai perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara langsung serta teknik
dokumentasi yang diambil dari kecamatan Medan Timur.

Hasil dalam penelitian ini yaitu dari beberapa responden mengatakan
bahwa Peraturan Pemerintah tidak sesuai untuk usaha mikro, kecil dan
menengah. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seharusnya
tidak dikenakan pajak karena usaha mereka mengalami krisis serta omzet
yang mereka harapkan tidak sesuai dengan harapan. Adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) belum sepenuhnya mengetahui terkait peraturan
perpajakan tersebut.

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan yang
sama-sama membahas pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
atau pajak penghasilan dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.
Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengetahuan
Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan mengenai tarif pajak Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan peneliti membahas
kepatuhan mengenai pajak penghasilan pada Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) dalam membayar pajak.
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3. Zein Aden Pranata “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku
UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM di
Kecamatan Medan Tembung” (2020), Jurnal Pembangunan Perkotaan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara.?!

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemahaman Wajib Pajak
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai Peraturan
Pemerintah terhadap tarif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?.
Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait adanya Peraturan
Pemerintah tentang tarif pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM). Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan
deskriptif dan merupakan jenis penelitian lapangan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa tingkat pemahaman wajib
pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Peraturan
Pemerintah tentang tarif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu
beberapa dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum
memahami dan memiliki NPWP, kurangnya pengetahuan mengenai hak dan
kewajiban, serta kurangnya pemahaman sanksi pajak. Sedangkan mengenai
Peraturan Pemerintah tentang tarif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) Wajib Pajak juga belum mengerti dan memahami tarif pajak pajak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini.

? Zein Aden Pranata, “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap
Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tambung”, Jurnal
Pembangunan Perkotaan, Vol. 8 (2020).
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Persamaan dalam penelitian ini metode penelitian yaitu sama-sama
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Perbedaannya pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu pemahaman
Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai
Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM, sedangkan peneliti membahas
kepatuhan mengenai pajak penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam membayar pajak.

4. Gunawan Hartadi, Bambang Suryono dan Titik Mildawati ‘“Pemahaman
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Penerapan Peraturan
Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan”
(2020), Jurnal Akuntansi dan Pajak, Sekolah Tinggi IImu Ekonomi
Indonesia (STIESIA) Surabaya.”

Fokus masalah dalam penelitian ini; 1) bagaimanakah pemahaman
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penerapan PP
No.23 tahun 2018?, 2) bagaimanakah respon serta harapan para pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?. Tujuan penelitian yaitu
untuk memahami penerapan PP No.23 tahun 2018 memberikan efek pada
minat pelaku UMKM dalam. meningkatkan dan memperluas usaha mereka
serta untuk memahami respon dan harapan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) mengenai implementasi PP No.23. Metode penelitian
ini yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data

menggunakan teknik wawancara, dan observasi.

% Gunawan Hartadi, Bambang Suryono dan Titik Mildawati, “ Pemahaman Usaha Mikro Kecil
Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No0.23 Tahun 2018 Tentang Penurunan
Tarif Pajak Penghasilan”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 21 (2020).
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Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pemahaman pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penerapan PP No.23
tahun 2018 belum sepenuhnya mengetahui dan memahami PP No.23 tahun
2018 serta kurangya kesadaran dalam membayar pajak bagi pelaku usaha
sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, PP No.23
tahun 2018 menarik bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
karena peraturan tersebut memberikan keringanan tanggungan pajak
penghasilan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan
penerapan PP No.23 tahun 2018 tersebut dapat meningkatkan keinginan
untuk berusaha bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM).

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan yang
sama-sama membahas pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
atau pajak penghasilan dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.
Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada pemahaman
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai penerapan PP
No.23 Tahun 2018 dan respon Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
terkait. PP. No.23 Tahun 2018, sedangkan peneliti lebih berfokus pada
kepatuhan tentang pajak penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) dalam membayar pajak.
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5. Lukman Hakim Siregar, Santi “Analisis Perhitungan Pajak Perusahaan
Industri Kemasan (Studi Kasus Pajak Penghasilan PT. Nagamas
Packaging)” (2020), Jurnal Bisnis Net, Universitas Dharmawangsa.26

Fokus permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimanakah
perhitungan pajak penghasilan pada PT. Nagamas Packaging. Tujuan dalam
penelitian ini yaitu untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan di
perusahaan industri kemasan pada PT. Nagamas Packaging. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya
menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam
penelitian ini yaitu PT. Nagamas Packaging telah menyusun laporan laba
rugi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan perhitungan
Pajak Penghasilan belum sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 karena masih adanya biaya yang belum dikoreksi/fiskal
sesuai dengan peraturan perpajakan.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu
sama-sama membahas pajak penghasilan serta menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskripif. Perbedaannya yaitu penelitian
terdahulu lebih berfokus pada perhitungan pajak penghasilan serta koreksi
fiskal yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada kepatuhan mengenai

% Lukman Hakim Siregar dan Santi, “Analisis Perhitungan Pajak Perusahaan Industri Kemasan
(Studi Kasus Pajak Penghasilan PT. Nagamas Packaging)”, Jurnal Bisnis Net, Vol. 3 (2020).
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pajak penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam
membayar pajak.

6. Cinantya Kumaratih, Budi Ispriyarso “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif
PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM” (2020), Jurnal
Pembangunan  Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas
Diponegoro.?’

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana kebijakan
perubahan tarif Pajak Penghasilan Final terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang
Barat?, 2) bagaimana pengaruh kebijakan perubahan tarif Pajak Penghasilan
Final terhadap tingkat kepatuhan Wajib pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) di Kota Semarang Barat?. Tujuan dalam penelitian ini
yaitu untuk mengetahui pengaruh kebijakan penurunan pajak penghasilan
terhadap tingkat kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
sebagai Wajib Pajak.

Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan
yuridis empiris (sosiologis). Penelitian ini menggunakan data primer yang
didapat secara langsung dari obyek penelitian sedangkan data sekunder
berhubungan dengan tarif PPh final bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM).

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perubahan

tarif pajak penghasilan final terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan

2" Cinantya Kumarih dan Budi Ispriyarso, “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,
Vol. 2 (2020).
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Menengah (UMKM) di Kantor Pajak Pratama Semarang Barat terdapat
dalam PP Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan
usaha yang diterima maupun yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu. Pengaruh kebijakan tarif PPh final terhadap tingkat
kepatuhan Wajib Pajak bahwa kebijakan penurunan tarif PPh final sebesar
0,5% merupakan faktor pendukung dalam peningkatan kepatuhan pelaku
usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai Wajib Pajak
meskipun masih banyak yang melakukan penunggakan kewajiban pajaknya.

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan pajak
penghasilan dan juga pada metode penelitian yaitu sama-sama
menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu
lebih berfokus pada kebijakan penurunan tarif PPh final bagi Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengaruh terhadap kepatuhan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama
Semarang Barat, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada
kepatuhan tentang pajak penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam membayar pajak.

7. Intan Ramadhani Daulay “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM
Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di
Kecamatan Medan Marelan)” (2020), Jurnal Pembangunan Perkotaan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara.?®

% Intan Ramadhani Daulay, “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban
Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)”, Jurnal
Pembangunan Perkotaan, Vol. 8 (2020).
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Fokus permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pemahaman
Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap
kewajiban perpajakan mengenai tarif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)?. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat
pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan tentang PP Nomor
46 tahun 2016 dan untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perubahan PP Nomor 23 tahun
2018.

Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara langsung ke para
responden dan menggunakan teknik dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini yakni pemahaman Wajib Pajak Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Marelan
mengenai PP No0.46 tahun 2013 para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) belum sepenuhnya mengetahui adanya peraturan
tersebut. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut
belum mengetahui adanya perubahan tarif pajak Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM). Tingkat kesadaran akan kewajiban membayar pajak
pada Wajib Pajak menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan.

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan yaitu sama-sama
membahas pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai

pajak penghasilan dan juga menggunakan metode penelitian yang sama
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yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaannya yaitu
penelitian terdahulu lebih berfokus pada menganalisis pemahaman Wajib
Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban
perpajakan mengenai tarif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),
sedangkan peneliti lebih berfokus pada kepatuhan mengenai pajak
penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membayar
pajak.

8. Shafira Sri Ningsih, Fitriani Saragih “Pemahaman Wajib Pajak Pelaku
UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018
Tentang Ketentuan Pajak UMKM” (2020), Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara.?

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana pengetahuan
Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan di Indonesia?, 2) bagaimana
pemahaman Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) terkait PP No. 23 Tahun 2018 tentang ketentuan umum dan tata
cara perpajakan?. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi
tentang pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan khususnya PP No. 23 tahun 2018.

Jenis penelitian _ini _menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan  data dilakukan dengan

% Shafira Sri Ningsih dan Fitriani Saragih, “Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai
Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM?”, Jurnal
Riset Akuntansi dan Bisnis, VVol. 20 (2020).
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menyebar kuisioner dan wawancara kepada 15 orang pelaku Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) dari 20 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) yang terdata di Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi
Sumatera Utara.

Hasil dalam penelitian ini yaitu pemahaman Wajib Pajak pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tentang ketentuan dan tata
cara perpajakan khususnya tentang PP No.23 tahun 2018 pada pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kecamatan Medan Barat Kota
medan masih terlihat rendah. Para Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) belum mengetahui serta kurang memahami
ketentuan yang diatur dalam PP No. 46 tahun 2013 dan perubahannya
menjadi PP No. 23 tahun 2018.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam pembahasannya sama-
sama membahas pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta
menggunakan metode yang sama yakni metode kualitatif. Perbedaannya
yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pengetahuan dan pemahaman
Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait PP
No. 23 tahun 2018 tentang ketentuan pajak Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), sedangkan peneliti lebih berfokus pada kepatuhan
mengenai pajak penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam membayar pajak.

. Yuyun Apriani Christian, Grace B. Nangoi dan Novi S. Budiarso “Implikasi

Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak
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Penghasilan Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya” (2019), Jurnal Riset
Akuntansi Going Concern, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam
Ratulangi.*

Fokus masalah dalam penelitian ini bagaimana perhitungan pajak
penghasilan badan pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya serta implikasi
pengenaan pajak penghasilan final?. Tujuannya yakni untuk mengetahui
implikasi pengenaan pajak penghasilan final pada PT. Empat Tujuh Abadi
Jaya dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Jenis data penelitian yaitu data kualitatif yang berisi hasil
wawancara, sumber data penelitian didapat hasil wawancara dan
dokumentasi.

Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu PT. Empat Tujuh Abadi
Jaya menggunakan pajak penghasilan final yang dimana perhitungan
pajaknya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perhitungan
pajak penghasilan PT. Empat Tujuh Abadi Jaya dengan pajak penghasilan
final adanya perbedaan yang cukup berpengaruh dikarenakan tarif dan dasar
pengenaan pajak yang digunakan berbeda.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian
terdahulu yaitu kesamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian
kualitatif dan sama-sama menggunakan metode yang bersifat deskriptif.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada

%0 Yuyun Apriana Christian, Grace B. Nangoi, Novi S. Budiarso, “Implikasi Pengenaan Pajak
Penghasilan Final Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Empat Tujuh Abadi
Jaya”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 14 (2019).
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pengenaan pajak penghasilan final terhadap perhitungan pajak penghasilan
yang di mana terdapat perbedaan antara tarif pajak penghasilan dengan tarif
pajak penghasilan final. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada
kepatuhan mengenai pajak penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam membayar pajak.

10. A’im Umatul Ma’rifah “Analisis Pemberlakuan UMKM Terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” (2019), Skripsi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.*

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemberlakuan
pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempengaruhi
ketepatan waktu untuk membayar pajak?. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui pengaruh ketepatan waktu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib
Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan  deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan  datanya
menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini
dilakukan dibeberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
di Kota Surabaya.

Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu perilaku kepatuhan Wajib
Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya

adalah patuh, beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

' A’im Umatul Ma’rifah, “Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM?”, (Skripsi,Program Studi Ekonomi dan Bisnis Akuntansi, Universitas
Bhayangkara Surabaya, 2019).
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di Kota Surabaya sudah mendaftarkan usahanya dan telah memiliki NPWP.
Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat terbuka akan
adanya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018, rata-rata pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setuju apabila memenuhi semua hak
dan kewajiban perpajakan. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) mengetahui pentingnya pajak untuk membangun infrastruktur
negara.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dan terdahulu yaitu
kesamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih
berfokus pada pengaruh ketepatan waktu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib
Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan peneliti
lebih berfokus pada kepatuhan mengenai pajak penghasilan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membayar pajak.
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No | Nama Peneliti .
dan Tahun Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
1. | Ferry Irawan | Analisis atas | Persamaan  dari | Perbedaan dari
dan Faizal | Penerapan penelitian ini | penelitian ini yaitu
Achmad Putra | Peraturan dengan penelitian | lebih mengarah pada
Erdika (2021) | Pemerintah yang akan | pemahaman  Usaha
Nomor 23 Tahun | dilakukan vyaitu | Mikro, Kecil dan
2018 di Kantor | sama-sama Menengah (UMKM)
Pelayanan Pajak | menggunakan terhadap PP No. 23

Pratama Malang

metode kualitatif

tahun 2018.
Sedangkan  peneliti
membahas kepatuhan
pajak  penghasilan
pada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

(UMKM)

2. | Andi  Afdilla | Analisis Persamaan dari | Perbedaan dari
dan Audiah | Pengetahuan penelitian ini | penelitian ini adalah
Umairah Wajib Pajak | dengan penelitian | penelitian terdahulu
(2021) UMKM Terhadap | yang akan | lebih berfokus pada

Kewajiban dilakukan  yaitu | pengetahuan  Wajib

Perpajakan pada pembahasan | Pajak terhadap
Tentang Tarif | yang sama-sama | kewajiban

UMKM  (Studi | membahas pajak | perpajakan mengenai

Kasus di | penghasilan dan | tarif pajak Usaha

Kecamatan keduanya sama- | Mikro, Kecil dan

Medan Timur) sama Menengah (UMKM).

menggunakan Sedangkan peneliti

metode kualitatif | membahas kepatuhan

pajak  penghasilan

pada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
(UMKM)
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Nama Peneliti

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan

dan Tahun

3. | Zein Aden | Analisis Tingkat | Persamaan  dari | Perbedaan dari

Pranata (2020) | Pemahaman penelitian ini | penelitian ini yaitu
Wajib Pajak | dengan penelitian | penelitian terdahulu
Pelaku ~ UMKM | yang akan | lebih berfokus pada
Terhadap dilakukan pemahaman  Wajib
Peraturan terdapat pada | Pajak pelaku Usaha
Pemerintah metode penelitian | Mikro, Kecil dan
tentang Tarif | sama-sama Menengah (UMKM)
UMKM di | menggunakan mengenai  Peraturan
Kecamatan metode penelitian | Pemerintah  tentang
Medan Tembung | kualitatif dengan | tarif Usaha Mikro,

pendekatan Kecil dan Menengah

deskriptif (UMKM), sedangkan
peneliti lebih
berfokus pada
kepatuhan mengenai
pajak  penghasilan
pada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam
membayar pajak.

4. | Gunawan Pemahaman Persamaan dalam | Perbedaannya vyaitu
Hartadi, Usaha Mikro | penelitian ini | penelitian terdahulu
Bambang Kecil Menengah | terdapat pada | lebih berfokus pada
Suryono  dan | Terhadap pembahasan yang | pemahaman  Usaha
Titik Mildawati | Penerapan sama-sama Mikro, Kecil dan
(2020) Peraturan membahas pajak | Menengah (UMKM)

Pemerintah penghasilan dan | mengenai penerapan

No.23 Tahun
2018 Tentang
Penurunan - Tarif
Pajak

Penghasilan

sama-sama
menggunakan
metode kualitatif

PP No0.23 Tahun
2018 dan  respon
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
(UMKM) terkait PP
No0.23 Tahun 2018,
sedangkan  peneliti
lebih berfokus pada
kepatuhan mengenai
pajak  Penghasilan
pada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam
membayar pajak.
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Nama Peneliti

No d Judul Penelitian Persamaan Perbedaan

an Tahun

5. | Lukman Hakim | Analisis Persamaan dalam | Perbedaannya vyaitu
Siregar dan | Perhitungan penelitian penelitian terdahulu
Santi (2020) Pajak Perusahaan | terdahulu dengan | lebih berfokus pada

Industri Kemasan | penelitian ini | perhitungan  pajak
(Studi Kasus | yaitu sama-sama | penghasilan serta
Pajak membahas pajak | koreksi fiskal yang
Penghasilan PT. | penghasilan serta | telah sesuai dengan
Nagamas menggunakan Standar  Akuntansi
Packaging) metode kualitatif | Keuangan  (SAK).
dengan Sedangkan pada
pendekatan penelitian ini lebih
deskripif. berfokus pada
kepatuhan mengenai
pajak  penghasilan
pada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam

membayar pajak.

6. | Cinantya Pengaruh Persamaan Perbedaannya yaitu
Kumaratih dan | Kebijakan penelitian ini | pada fokus
Budi Ispriyarso | Perubahan Tarif | terdapat pada | penelitian, penelitian
(2020) PPh Final | pembahasan terdahulu  berfokus

Terhadap pajak penghasilan | pada kebijakan

Kepatuhan Wajib
Pajak Pelaku
UMKM

dan juga pada
metode penelitian
yaitu sama-sama
menggunakan

metode kualitatif.

penurunan tarif PPh
final dan kepatuhan
Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah
(UMKM)  sebagai
Wajib Pajak.

Sedangkan = peneliti
lebih berfokus pada
kepatuhan pajak
penghasilan pada
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
(UMKM) dalam
membayar pajak.
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Nama Peneliti

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan

dan Tahun

7. | Intan Analisis Persamaan Perbedaannya
Ramadhani Pemahaman penelitian ini | terletak pada fokus
Daulay (2020) | Wajib Pajak | terdapat pada | penelitian,  peneliti

UMKM Terhadap | pembahasan berfokus pada
Kewajiban sama-sama kepatuhan mengenai
Perpajakan membahas Pajak | pajak  penghasilan
Tentang Tarif | Usaha Mikro, | pada Usaha Mikro,
UMKM  (Studi | Kecil dan | Kecil dan Menengah
Kasus di | Menengah (UMKM) dalam
Kecamatan (UMKM) membayar pajak.
Medan Marelan) | mengenai pajak | Sedangkan penelitian
penghasilan dan | terdahulu  berfokus
juga pada pemahaman
menggunakan Wajib Pajak Usaha
metode penelitian | Mikro, Kecil dan
yang sama Yyaitu | Menengah (UMKM)
metode kualitatif | terhadap kewajiban
dengan perpajakan mengenai
pendekatan tarif Usaha Mikro,
deskriptif Kecil dan Menengah
(UMKM).

8. | Shafirah Sri | Pemahaman Persamaan Perbedaannya
Ningsih  dan | Wajib Pajak | penelitian ini | terletak pada fokus
Fitriani Saragih | Pelaku UMKM | terdapat pada | penelitian,  peneliti
(2020) Mengenai pembahasan lebih berfokus pada

Peraturan sama-sama kepatuhan Mengenai
Pemerintah membahas Pajak | pajak  penghasilan
Tentang PP | Usaha Mikro, | pada Usaha Mikro,
No.23 Tahun | Kecil dan | Kecil dan Menengah
2018 Tentang | Menengah (UMKM) dalam
Ketentuan Pajak | (UMKM) membayar pajak,
UMKM mengenai pajak | sedangkan penelitian

penghasilan  dan | terdahulu  berfokus

juga pada  pengetahuan

menggunakan dan pemahaman

metode penelitian
yang sama Yyaitu
metode kualitatif

Wajib Pajak pelaku
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
(UMKM) terkait PP
No0.23 tahun 2018
tentang ketentuan
pajak Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
(UMKM).
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Nama Peneliti

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
dan Tahun

9. | Yuyun Apriana | Implikasi Persamaan Perbedaannya
Christian, Pengenaan Pajak | penelitian ini | terletak pada fokus
Grace B. | Penghasilan Final | terdapat pada | penelitian,  peneliti
Nangoi dan | Terhadap metode penelitian | lebih berfokus pada
Novi S. | Perhitungan keduanya sama- | kepatuhan mengenai
Budiarso Pajak sama pajak  penghasilan
(2019) Penghasilan menggunakan Usaha Mikro, Kecil
Badan pada PT. | metode Kkualitatif | dan Menengah
Empat Tujuh | dengan (UMKM) dalam
Abadi Jaya pendekatan membayar pajak,
deskriptif sedangkan penelitian
terdahulu  berfokus
pada pengenaan
pajak  penghasilan
final dalam
perhitungan  pajak

penghasilan.

10. | A’im  Umatul | Analisis Persamaan Perbedaannya
Ma’rifah Pemberlakuan penelitian ini | terletak pada fokus
(2019) Pajak UMKM | terdapat pada | penelitian, penelitian

Terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM

metode penelitian
keduanya sama-
sama
menggunakan
metode kualitatif
dengan
pendekatan
deskriptif

terdahulu  berfokus
pada pengaruh
ketepatan waktu
pelaku Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam

membayar pajak
terhadap kepatuhan
Wajib Pajak.

Sedangkan  peneliti
lebih berfokus  pada
kepatuhan mengenai
pajak ~ penghasilan
pada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam
membayar pajak.

Sumber : Diolah dari penelitian terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan

perbedaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan dengan
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penelitian yang akan dilakukan penulis. Persamaan vyaitu Ssama-sama
menggunakan metode kualitatif dan membahas pajak penghasilan. Perbedaan
penelitian yaitu pembahasan dan fokus penelitian yang berbeda, pada
penelitian terdahulu membahas pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) mengenai PP No.23 tahun 2018, pengetahuan Wajib
Pajak terhadap kewajiban mengenai tarif pajak Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), perhitungan pajak penghasilan, penurunan tarif PPh
final, kepatuhan Wajib Pajak, pengenaan PPh final dalam perhitungan pajak
penghasilan, maka dari itu peneliti mencoba mengemas penelitian ini dan
berfokus pada kepatuhan mengenai pajak penghasilan pada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membayar pajak. Karena kepatuhan
perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pelaku Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh
terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Jika Wajib Pajak Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) telah patuh terhadap peraturan perpajakan,
maka Wajib Pajak akan melaksanakan pembayaran nominal pajak sesuai
ketentuan yang berlaku. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan
pajak penghasilan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
B. Kajian Teori
Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai
dasar pijakan dalam penelitian, memperdalam wawasan penelitian dalam

mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan
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masalah dengan pembahasan yang lebih luas.*? Kajian teori penelitian ini
meliputi:
1. Kepatuhan Pajak
a. Definisi Kepatuhan Pajak
Kepatuhan pajak merupakan sikap kemauan Wajib Pajak dalam
membayar pajaknya tanpa melalui pemeriksaan dengan seksama, sanksi
pajak baik berupa denda maupun hukum pidana, dan ancaman.
Kepatuhan pajak menekankan pada kesadaran dan kepatuhan para Wajib
Pajak dakan melaporkan pendapatan bersih.**
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sikap yang dimiliki oleh
Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam
mematuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak berusaha untuk membayar
pajak tepat waktu dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal
(niat berperilaku tidak patuh, religiusitas, pengetahuan, pemahaman,
norma moral) dan faktor eksternal (sanksi pajak, norma sosial, kualitas
pelayanan KPP).*
Ketentuan dan kewajiban perpajakan yaitu kemampuan seseorang
untuk bertanggung jawab atas haknya sebagai Wajib Pajak dan

berkewajiban untuk patuh dalam ketentuan perpajakan sesuai dengan

%2 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah, 46.

% Pujo Gunarso, “Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”,
Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 20, No. 2 (2016), 216.

% Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, Mari Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh, (Jawa Tengah:
Universitas Muria Kudus, 2018), 22.
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undang-undang perpajakan yang berlaku.®** Ada beberapa macam pajak
yang berlaku di Indonesia salah satunya yaitu pajak penghasilan, dalam
memahami pajak penghasilan yaitu Wajib Pajak berkemampuan untuk
mengetahui terlebih dahulu pengertian atau definisi dari pajak
penghasilan yang diperolehnya atas penghasilan atau pendapatan yang
telah dikenakan pajak dalam tahun pajak.*

Maka dari itu, kepatuhan yaitu suatu kondisi seseorang taat
terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan Pajak
juga merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar
terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Definisi Pajak

Beberapa pakar ilmu perpajakan berbeda pendapat atas definisi
pajak sesuai dengan latar belakang peninjauannya, baik dari segi hukum
maupun sosial budaya. Menurut Rachmat Soemitro Pajak merupakan
peralihan harta atau kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik
berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan
langsung, yang dapat dibuktikan serta digunakan untuk membiayai
pengeluaran publik atau umum dan bermanfaat sebagai alat pendorong

untuk mencapai tujuan meskipun di luar bidang keuangan negara.

® Nur Ghailina As’ari, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan,
Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”,
Jurnal Ekobis Dewantara, Vol. 1 (2018), 65.

% Yahya Nusa, “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pemahaman Tentang PPH Pasal 21
Karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia Dept Logistic Operation Support”, Jurnal ULET, Vol.
1(2017), 5.
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Meskipun dari berbagai pakar pajak memilki perbedaan pendapat
mengenai definisi pajak, akan tetapi pada umumnya memiliki unsur atau
makna yang sama.
Dari semua definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli pajak,
terdapat kesamaan karakteristik umum sebagai berikut:
1) Pajak diperoleh atau dipungut berdasarkan undang-undang;
2) Jasa timbal balik tidak bisa atau tidak dapat ditunjukkan secara
langsung;
3) Pajak dipungut oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah;
4) Pajak dimanfaatkan atau dipergunakan untuk mengatur dan
membiayai pengeluaran umum pemerintah;
5) Pajak bersifat yuridis serta dapat dipaksakan.®’
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pajak yaitu kewajiban
Wajib Pajak untuk memberikan sumbangan, kontribusi atau iuran
masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun
badan tanpa adanya imbalan untuk kebutuhan negara serta kesejahteraan
rakyat.
Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro yaitu
suatu perikatan yang dihasilkan dari suatu undang-undang yang
mewajibkan warga negara untuk membayar sejumlah pendapatan atau

penghasilan tertentu kepada negara dan negara memiliki hak untuk

%7 Agus Subagio, Pengetahuan Perpajakan (Jakarta: Pusdiklat Anggaran, 1998), 4.
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memaksa serta pendapatan pajak tersebut harus digunakan untuk
penyelenggaraan negara.®
c. Dasar Hukum Pemungutan Pajak
Pandangan perspektif Islam terkait kewajiban perpajakan yaitu:
il 2865 280530 166 Y 15 il G
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak
benar). (QS. An-Nisa’: 29).%°

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa adanya kewajiban bagi
orang kaya (mampu) untuk mengeluarkan atau memberikan sebagian
hartanya dalam bentuk zakat maupun pajak untuk kemaslahatan umum.
Hukum perpajakan merupakan hukum yang mengatur tentang hak dan
kewajiban perpajakan mengenai hubungan antara pemerintah dengan
rakyatnya. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik dan juga
mempunyai keterkaitan dengan hukum perdata, di mana hukum
perpajakan menjadikan fakta-fakta, kejadian, serta proses hukum perdata
sebagai sasaran perlakuan pajak.** Tujuan hukum pajak vaitu
menciptakan keadilan di dalam mengumpulkan pajak atau pemungutan
pajak yang dilaksanakan pemerintah kepada Wajib Pajak.*

Menurut hukum _Islam pemungutan pajak tidak sepenuhnya

dilarang. Tujuan pemerintah memungut pajak untuk kepentingan negara

% Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan
Undang-Undang Terbaru (Jakarta: PT. Indeks, 2017), 4.

¥ Al-Qur’an, 4 : 29.

0 Adnan Abdullah, Peradilan Pajak Dulu, Kini Dan Akan Datang (Surabaya: CV. Garuda Mas
Sejahtera, 2017), 29.

* Mustagiem, Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia (Yogyakarta:
Buku Litera, 2014), 34.
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dalam bentuk penerimaan pajak. Di dalam pemungutan pajak tidak ada
paksaan atau kekerasan karena sesuai dengan syariat. Dalam hukum
syariat Islam pemerintah dapat memungut pajak dengan tujuan untuk
kebutuhan kemaslahatan. Namun pemungutan pajak hanya diperbolehkan
bagi mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan

pokok serta perlengkapan dengan cara makruf.*?

. Prosedur Pembayaran Pajak

Dalam pembayaran atau penyetoran pajak harus menggunakan
Surat Setoran Pajak (SSP) dan kemudian melaporkannya pada KPP
dengan menggunakan SPT Masa. Menurut UU No. 28 tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Surat Setoran
Pajak merupakan bukti pembayaran atau penyetoran yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain
melalui Kantor Pos serta Bank Persepsi.

Surat Setoran Pajak dibuat dengan menggunakan id-Billing.
Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1) Log in ke halaman djponline.pajak.go.id.
2) Masukkan NPWP, Password, serta kode keamanan untuk log in.
3) Lalu pilih menu e-Billing System.

4) Pilih menu Isi SSE.

*2 pysat Pengkajian Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),

500.
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5) Kemudian akan mendapatkan Surat Setoran Elektronik yang harus
diisi.
6) Setelah diisi klik simpan.
7) Klik pada pilihan kode Billing.
8) Lalu cetak kode Billing.
9) Setelah itu bayar pajak melalui Bank Persepsi, atau Kantor Pos.*®
e. Pendaftaran NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu nomor yang diberikan
kepada setiap Wajib Pajak sebagai sarana pengenal atau identitas Wajib
Pajak agar Wajib Pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban administrasi
perpajakannya. NPWP hanya diberikan satu kepada Wajib Pajak. Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) membantu menjaga ketertiban dalam
membayar pajak serta memantau atau mengawasi administrasi
perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 digit, 2 digit pertama
yaitu identitas Wajib Pajak, 6 digit berikutnya adalah nomor urut atau
nomor registrasi yang diberikan kepada KPP oleh kantor pusat Direktorat
Jenderal Pajak, 1 digit setelahnya kode yang diberikan untuk KPP.dan
berguna untuk pengamanan agar tidak terjadi pemalsuan serta kesalahan
NPWP, 3 digit berikutnya yaitu kode KPP, 3 digit yang terakhir
merupakan status Wajib Pajak (Pusat, Cabang dan tunggal). Adapun

fungsi NPWP yaitu

** Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan
Undang-Undang Terbaru, 54-55.
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1) Untuk keperluan terkait dengan dokumen perpajakan.

2) Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, seperti dalam pengisian SSP.
3) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang
mengharuskan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan.

4) Dapat juga digunakan sebagai usaha yang berhubungan dengan pihak

lain.

Pendaftaran NPWP dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi
maupun Wajib Pajak badan. Wajib Pajak orang pribadi dapat
mendaftarkan NPWP dengan memberikan fotokopi KTP bagi WNI dan
fotokopi paspor, fotokopi izin tinggal terbatas, atau fotokopi izin tinggal
tetap bagi WNA. Sedangkan bagi Wajib Pajak badan dengan
memberikan fotokopi akta pendirian bagi Wajib Pajak dalam negeri,
fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus dalam hal penanggung jawab
yaitu Warga Negara Asing dan fotokopi dokumen usaha izin usaha yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang.*

2. Pajak Penghasilan
a. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan-menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000
merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan
yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu

pungutan resmi yang ditunjukan kepada masyarakat yang mempunyai

* Agus Waskito, Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan Buku Wajib Setiap Pemilik NPWP
(Yogyakarta: Buku Pintar, 2011), 19.
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penghasilan dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara
dan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomr 46 Tahun 2013 pajak
penghasilan merupakan pajak atas penghasilan usaha yang diterima atau
diperoleh oleh Wajib Pajak dengan predaran bruto tertentu. PP Nomor 46
tahun 2013 merupakan insentif perpajakan yang berupa kemudahan dan
penyederhanaan perhitungan pajak bagi orang pribadi maupun badan
usaha dengan kriteria peredaran bruto tertentu.*

Penghasilan dalam undang-undang PPh lebih memperhatikan
peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada adanya pendapatan tertentu.
Undang-undang PPh memberikan pengertian yang luas, sehingga semua
jenis penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak digabungkan
untuk menghasilkan atau mendapatkan dasar pengenaan pajak.*®

b. Subyek Pajak Penghasilan

Subyek pajak yaitu masyarakat yang memiliki atau memperoleh
penghasilan baik orang pribadi maupun badan yang secara hukum
bertanggungjawab untuk membayar atau menanggung pajak dan
dikenakan pajak pada saat memperoleh penghasilan. Subyek pajak ada
dua yaitu subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.

Yang termasuk subyek pajak dalam negeri yaitu

* Chandra Budi, Jutaan UMKM Pahlawan Pajak Itu Sangat Mudah (Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo, 2013), 22.

* Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan
Undang-Undang Terbaru, 109.
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1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi
yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan.

2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

3) Warisan yang belum berbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak.

4) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.*’

Sedangkan yang termasuk subyek pajak luar negeri yaitu

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.

2) Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan.

3) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia.

4) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.

5) Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan.

6) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari

*" Mustagiem, Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia, 60-61.
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Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk
usaha tetap di Indonesia.*®
c. Obyek Pajak Penghasilan
Obyek pajak penghasilan merupakan penghasilan, yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, dan
dapat dipakai dalam konsumsi maupun untuk menambah kekayaan Wajib
Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Sedangkan penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan yaitu:

1) Penggantian/imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan maupun
jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus dan lain sebagainya.

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan maupun Kkegiatan serta
penghargaan.

3) Laba usaha.

4) Keuntungan karena penjualan atau dikarenakan pengalihan harta.

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya.

6) Bunga termasuk premium, diskonto serta imbalan karena jaminan
pengembalian utang.

7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun.

8) Royalti.

8 1bid., 61.
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9) Sewa serta peghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12) Keuntungan dikarenakan kurs mata uang asing.

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14) Premi asuransi.

15) luaran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas.

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak.

17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

18) Surplus Bank Indonesia.

19) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur
KUP.*

d. Perhitungan Pajak Penghasilan
Dalam menghitung pajak terutang, ada beberapa hal yang harus
diperhatikan yaitu Dasar Pengenaan Pajak (DPJ), Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP) serta tarif pajak.

1) Dasar Pengenaan Pajak

* Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan
Undang-Undang Terbaru, 117-128.
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Dasar pengenaan pajak yaitu basis perhitungan pajak terutang,

yang dimana angka yang dikenakan pajak yang akan dikalikan dengan

tarif pajak. Dasar pengenaan pajak dibagi menjadi dua yaitu

a) Basis neto dasar pengenaan pajak menggunakan basis neto yang

diperoleh dari tiga cara diantaranya:

1)

)

Perhitungan  laba-rugi, bagi  Wajib  Pajak  yang
menyelenggarakan pembukuan. Jika Wajib Pajak melakukan
pembukuan maka, basis neto bisa dihitung dari mengurangi
penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang digunakan guna
mendapatkan, menagih maupun memelihara penghasilan
tersebut. Pertama penghasilan selama setahun dijumlah
sehingga menghasilkan menghasilkan penghasilan bruto,
setelahnya dikurangi dengan biaya-biaya yang telah
dikeluarkan berkaitan dengan perolehan penghasilan tersebut.
Namun tidak semua biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan
dengan perolehan penghasilan boleh digunakan sebagai
pengurang penghasilan bruto.

Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN),
yaitu bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak
menyelenggarakan pembukuan. Bagi Wajib Pajak yang tidak
menyelenggarakan pembukuan namun melakukan pencatatan
(peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar), maka digunakan

norma perhitungan penghasilan neto. Besarnya penghasilan
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neto ditentukan oleh rasio angka atau persentase norma
perhitungan yang telah ditetapkan otoritas pajak, persentase
perkiraan laba neto berbeda-beda menurut lapangan usaha dan
lokasi usaha. Penghasilan neto dihasilkan dari mengalikan
penghasilan bruto dengan persentase norma perhitungan
penghasilan neto.*

(3) Pengurangan biaya jabatan atau biaya pensiun bagi Wajib
Pajak orang pribadi karyawan tetap atau penerima pensiun
yaitu dengan cara mengurangkan biaya jabatan/pensiun dari
penghasilan bruto. Besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun
adalah 5 persen dari penghasilan bruto dari pekerjaan atau
uang pensiun, dengan batasan maksimal 6 juta pertahun untuk
biaya jabatan dan 2,4 juta pertahun untuk biaya pensiun. Dan
juga pegawai tetap dikenakan mengurangkan iuran pensiun
atau iuran hari tua (IHT) yang dibayar sendiri.

b) Basis Bruto, perhitungan yang menggunakan basis bruto tidak
memerlukan perhitungan biaya atau perkiraan norma, serta tidak
memerlukan penjumlahan seluruh penghasilan selama setahun.
Basis bruto ini berlaku pada penghasilan yang dikenakan pajak

final.

%0 Agus Waskito, Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan Buku Wajib Setiap Pemilik NPWP,

53-54.
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2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak ialah pengurang pajak yang
khusus diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi, disamping biaya-
biaya usaha, biaya jabatan atau biaya pensiun. Dalam menghitung
Penghasilan Kena Pajak (PKP), Wajib Pajak orang pribadi harus
terlebih dahulu mengurangi penghasilan netonya dengan PTKP yang
besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan, besarnya PTKP dapat
berubah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi setiap
tahunnya. Ada tiga prinsip untuk mengklaim PTKP, yaitu:

a) PTKP hanya untuk orang pribadi, yaitu diri Wajib Pajak beserta
keluarga yang menjadi tanggungan.

b) PTKP hanya berlaku terhadap penghasilan global. Wajib Pajak
yang memperoleh penghasilan khusus yang bersifat final tidak
memperoleh pengurangan PTKP.

c) PTKP ditentukan oleh kondisi pada awal tahun. Maka, ketika
suami istri mendapatkan anak di pertengahan tahun, belum bisa
mengklaim PTKP atas anaknya yang baru lahir.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak
penghasilan, PTKP diberikan sebesar
1) Rp 15.840.000 untuk diri Wajib Pajak.

2) Rp 1.320.000 tambahan untuk WP yang kawin.
3) Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya

digabung dengan penghasilan suami.
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4) Rp 1.320.000 tambahan untuk anggota keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan

sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.>*

e. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan tarif/besaran dari pemghasilan yang disetor

maupun dibayarkan kepada kas negara. Tarif pajak untuk penghasilan

kena pajak orang pribadi diatur dalam pasal 17 UU No. 36 tahun 2008

tentang pajak penghasilan yaitu:*2

Tabel 2.2
Tarif Pajak
No Wajib Lapisan Penghasilan Kena Tarif
Pajak Pajak (PKP)
1 s.d Rp. 50.000.000 5%
Di atas Rp. 50.000.000 s.d 15%
Rp. 250.000.000
Orang  ["Dj atas Rp. 250.000.000s.d | 25%
Pribadi Rp. 500.000.000
Di atas Rp. 500.000.000 30%
2 Badan Tahun 2009 28%
Mulai tahun 2010 25%
5! |bid., 55-56.

52 bid., 57.
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan yang dipilih.
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian
kualitatif. Menurut Bogdan and Tailor pendekatan kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata yang tertulis atau
lisan dari orang yang dapat diamati.>®
Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian
deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan
untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara
sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam
penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling
hubungan dan menguiji hipotesis.>*
B. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian ini dilakukan di Desa Bangsring
Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang diteliti terkait
pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai pajak
penghasilan.
Alasan peneliti memilih lokasi ini- karena pada Desa Bangsring

lokasinya strategis dengan adanya beberapa tempat wisata pada desa tersebut,

53 Adi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 28.
* Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV.
Pustaka Ilmu, 2020), 54.
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dekat dengan stasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan ketapang dan
lokasinya tidak jauh dari pusat Kota Banyuwangi. Lokasi yang strategis
berdampak positif pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
sehingga menarik minat wisatawan untuk membeli produk pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Desa Bangsring. Sehingga produk
dan pengirimannya pada Desa Bangsring sudah dikenal oleh masyarakat lokal
maupun luar kota. Selain itu para pelaku usaha di Desa Bangsring belum
sepenuhnya memahami perpajakan lebih khususnya memahami pajak
penghasilan.
. Subyek Penelitian
Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive yaitu teknik

pengambilan sumber data melalui pertimbangan tertentu. Dalam pertimbangan
subjek penelitian dianggap paling paham mengenai informasi pajak
penghasilan. Penentuan subjek telah dipilih terlebih dahulu yang dianggap
lebih paham dan mengerti terkait pajak penghasilan untuk mengatasi
pemahaman pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam
penelitian ini, yang dipilih oleh peneliti menjadi informan yaitu
1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bangsring

Kabupaten Banyuwangi.

Nama Pelaku usaha:

a. Akasa Alif

b. Arwaningsih

c. Asiyah
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d. Deki Firmansyah

e. H. Paiman

f. Ibu Emy

g. Jumlani

h. Nita Yulianah

I. Sunawi

J. Tolak Alfiyah

K. Usnan
2. Kepala Desa Bangsring (Bapak Drs. Singhan)
3. Dinas Pajak (Bapak Sunawi)

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan,
misalnya observasi non partisipatif, wawancara semistruktur dan dokumentasi.
Masing-masing harus dideskripsikan tentang data yang diperoleh melalui
teknik tersebut.”

Dalam penelitian perlu melakukan pengumpulan data sebagai bukti atau
kebenaran yang akurat dari penelitian. Pada penelitian kualitatif peneliti
sebagai instrumen utama untuk mendapatkan data melalui interaksi dengan
informan. Oleh sebab itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut:

% Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah, 47.
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1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu
objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi
dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang
digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam
melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat
hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi ini dilakukan dengan
cara mengumpulkan data secara langsung di lapangan pada objek yang
diteliti.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika peneliti ingin
mendapatkan pengetahuan tentang makna-makna subyektif yang dipahami
individu berkaitan dengan topik yang sedang diteliti dan bermaksud untuk
melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, di mana hal tersebut tidak dapat
dilakukan melalui pendekatan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang
diberikan kepada narasumber dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat
tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dengan sengaja diciptakan untuk
memunculkan pandangan maupun opini dari para narasumber wawancara.®
Adapun data yang ingin diperoleh dari hasil wawancara oleh peneliti
mengenai pemahaman pajak penghasilan pada Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) di Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi.

% Cosmas Gatot Haryono, Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Jawa Barat: CV.
Jejak, 2020), 80.
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3. Dokumentasi

Selain dengan wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data
dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan dokumentasi. Dokumen
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk
tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.>’

Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang
dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data
yang sudah di dokumentasikan seperti laporan, arsip, majalah dan lain
sebagainya.

Adapun hal yang diperoleh dari metode dokumentasi sebagai berikut:
a. Foto-foto terkait aktifitas penelitian.

b. Data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian.
E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode
tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap
jawaban yang telah diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah
dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan  melanjutkan
pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap
kredibel.>® Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan cara
deskriptif yaitu menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh. Beberapa

langkah analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,

57 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2004), 240.
%8 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2020), 134.
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dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Berikut penulis jelaskan sebagai
berikut:
1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah mengumpulkan data.
Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi,
wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan Kketiganya.
Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan,
sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti
melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang
diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian
peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan,
semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin
banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data yaitu merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema
dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan. memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan
tujuan yang akan-dicapai. Tujuan utama dari-penelitian kualitatif adalah

pada temuan. Jika, peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala
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sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru
itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi
data. Reduksi data yaitu merupakan proses berfikir sensitif yang
memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang
tinggi.

. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan Kkerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya
disarankan, dalam melakukan display data selain dengan teks yang naratif,
juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

. Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah selanjutnya ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang - dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
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sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau
gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap
sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau
interaktif, hipotesis atau teori.*®
F. Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan hal penting dalam penelitian guna
mengetahui kebenaran data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini
menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu menguji kreadibilitas data
melalui wawancara, lalu dilakukan observasi, kemudian dokumentasi dari satu
sumber ke sumber lain. Apabila teknik yang dilakukan menghasilkan data yang
berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi kepada narasumber yang
bersangkutan untuk mendapatkan data yang benar sehingga dapat diberikan
kesimpulan mengenai data tersebut.®
G. Tahap-tahap Penelitian
Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan
dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain,
penelitian sebenarnya, sampai penulisan laporan selesai.®
1. Tahap pra lapangan
Tahap penelitian pra lapangan terdapat lima tahapan. Adapun
tahapan penelitian tersebut sebagai berikut:
a. Memilih lokasi penelitian.

b. Terjun langsung ke lokasi penelitian.

* Ibid., 134-142.
% Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 87.
81 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah, 48.
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c. Konsultasi fokus penelitian.
d. Menentukan fokus penelitian.
e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
. Tahap lapangan

Pada tahap lapangan peneliti melakukan kunjungan langsung ke
lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan
menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun tahap lapangan
sebagai berikut:
a. Memahami latar belakang dan persiapan diri.
b. Memasuki lapangan.
c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.
d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah

ditetapkan.

. Tahap akhir penelitian lapangan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. Di mana
peneliti menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang
telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena kemungkinan ada
revisi-untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun tahap ini antara
lain:
a. Penarikan kesimpulan.
b. Menyusun data yang ditetapkan.

c. Kritik dan saran.



4. Tahap penelitian laporan, meliputi:
a. Menyusun hasil penelitian.
b. Konsultasi hasil penelitian.

c. Perbaiki hasil konsultasi.

d. Menyiapkan kelengkapan persyaratan ujian.

e. Munagasah skripsi.
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Menengah (UMKM).

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring
Kabupaten Banyuwangi terdiri dari beberapa jenis usaha yang sudah tersebar di
setiap daerah Desa Bangsring. Karena lokasi Desa Bangsring yang strategis
maka mempermudah pemasaran produksi milik pelaku Usaha Mikro, Kecil dan

Berikut beberapa jenis usaha yang ada di Desa

Bangsring
Tabel 4.1
Jenis Usaha
Jenis Usaha Jumlah UMKM

1. | Ayam Betutu/Ayam Bakar 1
2. | Batu Hias i
3. | Ikan Hias dan Tanaman Laut 1
4. | Ikan Segar 2
5. | Kerupuk 1
6. | Kripik Pisang, Jagung dan Jamu 1

Tradisional
7. | Meubel 4
8. | Pembuatan Kue-Kue 1
9. | Pengrajin Baju/Butik Rumah Jahit 1
10. | Perahu Layar Mini Hias 1
11. | Rumah Produksi 2

Total 16

Sumber: Kantor Desa Bangsring

Produksi ayam betutu/ayam bakar merupakan sebuah usaha produksi

60

yang didirikan secara mandiri atau termasuk usaha swasta yang dibangun oleh
Ibu Tolak Alfiyah. Produksi usaha lbu Tolak Alfiyah berdiri pada tahun 2008

dan sempat terhenti pada tahun 2016 lalu dimulai lagi pada tahun 2019 usaha
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ini dirintis oleh lbu Tolak dan suaminya. Lokasi usahanya berada di Dusun
Krajan 1 Rt.02 Rw.01 Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi UMKM.
Produksi ayam betutu/ayam bakar ini sudah terkenal dan telah sampai pada
luar pulau seperti Pulau Bali.®?

Produksi batu hias merupakan usaha yang memproduksikan berbagai
macam batu seperti batu hias taman (batu kali, batu kerikil, batu koral dan lain
sebagainya) pemilik produksi usaha ini adalah Bapak Akasa Alif dan produksi
usaha ini berdiri tahun 1995 yang dirintis oleh Bapak Akasa Alif beserta
istrinya. Lokasi usahanya berada tepat di sebelah rumahnya di Dusun Paras
Putih Rt. 02 Rw. 03 Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi. Dan usahanya
juga sudah terkenal sampai luar kota maupun luar pulau.®

Produksi ikan hias dan tanaman laut yaitu usaha yang memproduksikan
berbagai macam ikan hias dan tanaman laut seperti ikan hias air laut clownfish,
ikan hias blue tang, ikan hias yellow tang dan lain sebagainya sedangkan
tanaman lautnya seperti rumput laut, terumbu karang dan lain-lain. Usaha ini
dirintis oleh Bapak Deki Firmansyah berdiri pada tahun 2005 sampai sekarang.
Lokasi usahanya berada di Dusun Paras Putih Rt. 03 Rw. 02 Desa Bangsring
Kabupaten Banyuwangi usahanya berdiri pada tahun 2005 sampai sekarang.
potensi pemasaran produksinya sudah diekspor dan sampai luar pulau seperti
Pulau Bali.®*

Produksi ikan segar merupakan usaha yang memproduksikan berbagai

macam ikan segar seperti ikan lele, ikan mujair, ikan gurami, ikan bandeng dan

%2 Hasil observasi, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
%3 Hasil observasi, Banyuwangi, 04 Oktober 2022.
% Hasil observasi, Banyuwangi, 04 Oktober 2022.
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lain sebagainya. pemilik usaha ini yaitu Bapak Usnan dan usahanya berdiri
pada tahun 1998. UMKM ini berada di Dusun Paras Putih Rt. 04 Rw. 03 Desa
Bangsring Kabupaten Banyuwangi dan produksi usahanya masih seputaran
Kota Banyuwangi belum sampai luar kota maupun luar pulau karena jenis
usahanya yaitu ikan segar.®®

Produksi kerupuk pertama kali dibangun pada tahun 2002 oleh lbu
Jumlani. Produk kerupuknya yaitu kerupuk ikan dan rengginang, usaha ini
berada di samping rumahnya yang berada di Dusun Paras Putih Rt. 03 Rw. 02
Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi dan potensi pemasarannya masih
terkenal sekitaran Kabupaten Banyuwangi.®®

Produksi kripik pisang, jagung dan jamu tradisional merupakan
produksi milik Ibu Asiyah, didirikan pada tahun 2010 dan berlokasi di Dusun
Krajan 2 Rt. 03 Rw. 01 Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi dan potensi
pemasarannya masih terkenal sekitaran Kota Banyuwangi.®’

Produksi usaha mebel merupakan berbagai macam perabotan atau
perlengkapan rumah seperti kursi, meja lemari dan lain sebagainya. Usaha ini
dirintis Bapak H. Paiman dan didirikan pada Tahun 1992. Lokasi usahanya
berada di Dusun Paras Putih-Rt. 02 . Rw. 03 Desa Bangsring Kabupaten
Banyuwangi dan potensi pemasarannya ini sampai ke Pulau Bali. Usaha mebel
ini dirintis oleh Bapak H. Paiman lalu diteruskan oleh Anaknya sampai

sekarang.®®

% Hasil observasi, Banyuwangi, 06 Oktober 2022.
% Hasil observasi, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
%7 Hasil observasi, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
%8 Hasil observasi, Banyuwangi, 04 Oktober 2022.
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Produksi pembuatan kue-kue merupakan usaha yang berjalan dalam
pembuatan berbagai macam kue seperti kue basah cucur, kue basah talam
pandan, kue basah pukis, kue basah bolu pisang dan lain sebagainya. Usaha ini
didirikan oleh Ibu Arwaningsih pada tahun 2008. Lokasi usaha ini berada di
Dusun Krajan 2 Rt. 02 Rw. 01 Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi. Usaha
milik 1bu Arwaningsih ini pemasarannya sekitaran Kota Banyuwangi dan
belum sampai keluar kota maupun luar pulau.®

Produksi pengrajin baju/butik rumah jahit Bunda yaitu usaha yang
memproduksikan berbagai macam baju dan dijahit langsung oleh Ibu Nita, baju
yang di buat sesuai dengan Kriteria atau keinginan pembeli. Usaha ini
didirikan oleh Ibu Nita Yulianah pada tahun 2008, lokasi awalnya bertempat di
rumah Ibu Nita namun karena usahanya sukses dan lancar Ibu Nita
membangun tempat usahanya di samping rumahnya yang berada di jalan Pb.
Sudirman Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan potensi
pemasarannya ini sudah ke luar kota karena keuletannya Ibu Nita dengan
mempromosikan usahanya lewat sosial media.”

Produksi perahu layar mini hias merupakan usaha yang
memproduksikan miniatur perahu layar dengan berbagai macam model. Usaha
ini milik Bapak Sunawi berdiri pada tahun 2010 dan berlokasi di-Dusun Paras
Putih Rt. 01 Rw. 01 Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi. Potensi
pemasaran dari produk usaha milik Bapak Sunawi ini sudah dikenal di Kota

Banyuwangi.”*

% Hasil observasi, Banyuwangi, 06 Oktober 2022.
"% Hasil observasi, Banyuwangi, 06 Oktober 2022.
"™ Hasil observasi, Banyuwangi, 06 Oktober 2022.
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Jenis usaha rumah produksi merupakan usaha yang memproduksikan
berbagai aneka olahan seperti kerupuk amplang, sambal teri, sambal cumi,
petis udang, petis ikan tuna, abon ikan tuna dan lain semacamnya. UMKM ini
berdiri pada tahun 2012, didirikan oleh Ibu Emy berlokasi di Dusun Paras
Putih Rt. 04 Rw. 03 Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi. Potensi
pemasarannya sudah terkenal di Kota Banyuwangi dan sampai ke luar kota. "

Pada umumnya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang
menjadi objek dalam penelitian ini merupakan usaha dengan skala kecil, dan
tempat usahanya rata-rata masih berada dekat dengan rumah pemilik Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. Usaha yang dimilikipun dan
dijalankan oleh pelaku usaha Desa Bangsring saat ini merupakan pemilik yang
menjadi keturunan pertama usaha tersebut dan ada juga yang sudah menjadi
warisan dari keluarganya.

B. Penyajian Data dan Analisis

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
wawancara dan dokumentasi, maka peneliti akan menyajikan data dari hasil di
lapangan yang berkaitan dan mendukung penelitian dengan menggunakan
metode tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti melakukan
wawancara dengan 13 orang informan yaitu 11 pelaku Usaha Desa Bangsring,
Kepala Desa Bangsring, dan Dinas Pajak. Penyajian data dalam penelitian ini

menyajikan data yaitu

"2 Hasil observasi, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
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1. Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa
Bangsring dalam Membayar Pajak Penghasilan.
a. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Penghasilan
Memahami pajak merupakan proses atau kemampuan Wajib Pajak
dalam mengetahui serta memahami istilah perpajakan, ketentuan dan
kewajiban perpajakan, serta mengetahui pajak penghasilan. Pemahaman
pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa
Bangsring Kabupaten Banyuwangi tidak semuanya pelaku usaha
mengetahui serta memahami dan menerapkannya dalam kegiatan
perpajakan karena adanya perbedaan dalam kemampuan setiap individu.
Berikut hasil wawancara dengan Bapak Akasa Alif selaku pelaku usaha
batu hias di Desa Bangsring bahwa:
Untuk pengetahuan pajak sendiri, saya mengetahuinya namun
dalam pemahaman yang lebih mendalam lagi saya kurang
mengerti, apalagi dalam memahami pajak penghasilan saya masih
kurang paham. Saya cuma tau pajak itu wajib dan harus
membayar pajak dalam setiap tahun satu kali.”®
Bapak Deki Firmansyah selaku pelaku usaha produksi ikan hias
dan tanaman laut menyampaikan bahwa:
Dalam pengetahuan pajak saya sudah = mengerti dan
memahaminya, seperti fungsi dan manfaat pajak serta kepatuhan
dan sanksi pajak itu harus diketahui terlebih dahulu baru bisa
dipahami setelah itu diterapkan dalam diri saya sebagai Wajib
Pajak. Untuk pemahaman pajak penghasilan karena saya
mempunyai usaha maka saya harus mengetahui dan memahami

apa pajak penghasilan itu agar saya mengetahui berapa omzet
bersih yang saya terima setalah membayar pajak penghasilan.”

® Akasa Alif, wawancara, Banyuwangi, 04 Oktober 2022.
" Deki Firmansyah, wawancara, Banyuwangi, 04 Oktober 2022.
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Bapak H. Paiman selaku pelaku usaha meubel mengatakan
bahwa:

Sebelum memahami pajak terlebih dahulu harus mengetahui apa
pajak, fungsi pajak dan hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Saya
telah mengetahui pajak dan Alhamdulillah saya paham apa yang
dimaksud pajak. Sebagai pelaku usaha dan Wajib Pajak
mengetahui dan memahami pajak itu penting supaya kita bisa
patuh terhadap perpajakan dan memberikan kontribusi pada
negara.”

Ibu Tolak Alfiyah selaku pelaku usaha produksi ayam
betutu/ayam bakar mengatakan bahwa:

Dalam pemahaman pajak mungkin tidak sepenuhnya yang saya
pahami apalagi dalam pemahaman pajak penghasilan masih
kurang paham, namun saya sebagai pelaku usaha mengetahui apa
pajak dan tata cara dalam pajak. Bagi saya cukup patuh
membayar pajak dan jika patuh tidak akan mendapatkan sanksi. "

Ibu Emy selaku pelaku usaha rumah produksi lbu Emy
menyampaikan bahwa:

Pemahaman pajak ini merupakan suatu kemampuan dari diri
sendiri, dan sebelum itu kita terlebih dahulu haru mengetahui
pajak dan hal-hal yang ada dalam pajak baru bisa memahami apa
pajak itu sendiri. Bagi saya pribadi sebagai pelaku usaha dan
Wajib Pajak pemahaman pajak ini sangat penting agar bisa
diterapkan dan itu akan mendapatkan beberapa manfaat tidak
hanya bagi negara tapi bagi saya pribadi juga ada. Contohnya
saya sebagai pelaku usaha dan saya telah mengetahui, memahami
pajak termasuk pajak penghasilan serta jika menerapkannya akan
meningkatkan profesionalitas - usaha dan rencana keuangan
menjadi lebih tertata lagi.”’

Menurut Ibu Jumlani selaku pelaku usaha kerupuk mengatakan

bahwa:

> H. Paiman, wawancara, Banyuwangi, 04 Oktober 2022.
’® Tolak Alfiyah, wawancara, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
" Emy, wawancara, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
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Dalam pemahaman pajak saya kurang memahaminya karena
kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan, serta kemampuan
saya untuk mengetahui apalagi memahami sudah tidak mampu
karena faktor usia. Cuma yang saya ketahui pajak ini dibayar satu
kali setiap tahun selebihnya saya tidak tahu lagi.”®

Ibu Asiyah sebagai pelaku usaha kripik pisang, jagung dan jamu
tradisional juga mengatakan hal yang serupa bahwa:

Untuk pemahaman pajak saya kurang memahaminya, karena
pengetahuan pajak yang saya ketahui tidak terlalu banyak serta
usia saya sudah berlanjut dan saya rasa pemahaman pajak ini
kurang berguna bagi saya yang usianya sudah berlanjut. Namun
yang saya ketahui pajak ini wajib dibayar setiap satu tahun sekali
dan jika tidak bayar maka akan dikenakan sanksi.”

Bapak sunawi sebagai pelaku wusaha perahu mini hias
menyampaikan bahwa:

Sebelum paham pajak harus mengetahui terlebih dahulu apa pajak
itu sendiri, dan jika sudah mengetahuinya baru bisa paham namun
tergantung kemampuan diri sendiri. Untuk saya pribadi saya
paham pentingnya pajak dan hal-hal yang berkaitan dengan pajak
termasuk pajak penghasilan. Karena sebagai pelaku usaha terlebih
dahulu harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan usahanya
termasuk juga pajak penghasilannya.®

Ibu Nita Yulianah sebagai pelaku usaha pengrajin baju/butik
rumah jahit Bunda Nita mengatakan bahwa:

Untuk pengetahuan pajak dan pemahaman pajak saya telah
mengetahui dan memahaminya karena saya ikut sosialisasi- dan
juga jika masih kurang paham saya bisa langsung browsing
sendiri mengenai pajak. Pengetahuan pajak ini sangat penting
agar memudahkan saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan
pajak serta manfaatnya bagi saya untuk mengetahui penghasilan
yang saya terima setelah dikenakan pajak atau pencatatan
pembukuan keuangan saya tertata rapi dan jelas.™

78 Jumlani, wawancara, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
¥ Asiyah, wawancara, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
8 Sunawi, wawancara, Banyuwangi, 06 Oktober 2022.
81 Nita Yulianaha, wawancara, Banyuwangi, 06 Oktober 2022.



68

Menurut Ibu Arwaningsih sebagai pelaku usaha pembuatan kue-
kue menyampaikan bahwa:
Pengetahuan pajak saya masih kurang apalagi dalam
memahaminya, pajak disini belum menjadi tradisi dan banyak
yang lalai mengenai pajak. Karena pajak itu merupakan suatu
kewajiban yang harus dibayar setiap tahun satu kali dan itu
berpengaruh pada penghasilan yang saya terima, yang biasanya
penghasilan saya dapatkan sekian akan berkurang karena
dikenakan pajak. Tidak hanya itu hal-hal yang mengenai
perpajakan itu susah untuk dipahami.®
Bapak Usnan selaku usaha ikan segar mengatakan yang serupa
bahwa:
Pengetahuan yang saya dapatkan mengenai pajak masih kurang
dan menurut saya hal-hal yang berkaitan dengan pajak ini tidak
mudah dipahami. Dan kemampuan yang saya miliki masih
kurang, karena dulu saya tidak lulus sekolah, maka dari itu saya
tidak  mengetahui  pajak apalagi memahaminya dan
menerapkannya pada diri saya.®®
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa
pengetahuan pajak khususnya pajak penghasilan yang kurang
mengakibatkan pelaku usaha tidak mudah memahami pajak serta
kemampuan atau kesadaran diri dalam mengetahui pajak masih juga
kurang sehingga tidak menerapkannya dalam diri pelaku usaha Desa
Bangsring, pengetahuan yang kurang akan berdampak pada kepatuhan
perpajakan. Namun sebaliknya, jika pelaku usaha sudah mengetahui,
memahami pajak dan langsung menerapkannya dalam diri sendiri maka

akan memberikan dampak yang positif bagi negara dan juga pelaku

usaha tersebut. Adapun manfaat untuk negara menambahkan pemasukan

8 Arwaningsih, wawancara, Banyuwangi, 06 Oktober 2022.
8 Usnan, wawancara, Banyuwangi, 06 Oktober 2022.
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bagi negara sedangkan manfaat untuk pelaku usaha meningkatkan
profesionalitas usaha serta pencatatan pembukuan tertata lebih jelas dan
juga meningkatkan krediabilitas usaha.
. Kepemilikan NPWP
Suatu keharusan bagi masyarakat yang sudah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif memiliki NPWP. NPWP merupakan
tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat
Jenderal Pajak. Yang termasuk persyaratan subjektif yaitu persyaratan
yang harus sesuai dengan ketentuan subyek pajak dalam undang-undang
pajak penghasilan. Sedangkan persyaratan objektif yaitu syarat bagi
subyek pajak yang menerima dan memiliki penghasilan dan diwajibkan
melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan.
Kepemilikan NPWP pada pelaku usaha Desa Bangsring Kabupaten
Banyuwangi belum sepenuhnya memiliki NPWP. Berikut hasil
wawancara dengan Bapak Musani selaku pegawai Dinas Pajak
Kabupaten Banyuwangi mengatakan bahwa:
Terkait kepemilikan NPWP ini wajib dimiliki oleh setiap
masyarakat yang sudah sesuai atau memenuhi persyaratan
subjektif maupun. persyaratan objektif, cara mengurus dan
membuat NPWP-ini cukup -mudah  bisa " dilakukan dengan
mendatangi kantor KPP Pratama atau bisa dengan online dengan
menuju ke laman https://ereg.pajak.go.id dan tidak lupa
memenuhi syarat dalam pembuatan NPWP seperti dokumen
fotokopi KTP bagi WNI, fotokopi paspor, KITAS/KITAP bagi
WNA, surat pernyataan bermaterai mengenai kegiatan usaha serta
lokasi usaha dan keterangan tertulis bagi yang usahanya penyedia
jasa aplikasi online. Sedangkan fungsi dari kepemilikan NPWP ini

untuk mengetahui identitas Wajib Pajak, menjaga ketertiban
dalam pembayaran perpajakan, NPWP juga membantu
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meminimalisir  kecurangan  perpajakan  serta mengawasi
berjalannya administrasi perpajakan berlangsung dengan baik.®*

Menurut Bapak Saiful Bahri sebagai Sekretaris Desa Bangsring
mengungkapkan bahwa:

Kepemilikan NPWP merupakan keharusan bagi masyarakat yang
memiliki  penghasilan dan sesuai dengan undang-undang
perpajakan yang berlaku. Namun pelaku usaha di Desa Bangsring
tidak semuanya memiliki NPWP karena kurangnya pengetahuan
serta pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai
perpajakan. Namun dari beberapa pelaku usaha sudah memiliki
NPWP dan sebagian dari pelaku usaha tersebut belum juga
memiliki NPWP.®

Bapak Akasa Alif selaku pelaku usaha batu hias di Desa
Bangsring mengatakan bahwa:

Untuk kepemilikan NPWP saya memilikinya sudah lumayan
lama, karena menurut saya sebagai pelaku usaha saya harus patuh
pada peraturan perpajakan. Dan untuk mematuhi perpajakan
langkah pertama yaitu harus mempunyai NPWP. Maka dari itu,
kepemilikan NPWP ini sangat penting bagi Wajib Pajak
khususnya para pelaku usaha.®

Bapak Deki Firmansyah selaku pelaku usaha produksi ikan hias
dan tanaman laut menyampaikan bahwa:

Jika ditanyakan kepemilikan NPWP ini saya sudah mempunyai
NPWP karena dengan adanya kepemilikan NPWP ini, saya sudah
menjadi Wajib Pajak dan NPWP ini sangat dibutuhkan bagi
pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya sebab kepemilikan
NPWP ini menjadi persyaratan dalam administrasi dan dapat
meningkatkan kredibilitas usaha yang saya jalankan. &

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak H. Paiman selaku pelaku

usaha meubel mengatakan bahwa:

8 Musani, wawancara, Banyuwangi, 03 Oktober 2022.

8 Saiful Bahri, wawancara, Banyuwangi 03 Oktober 2022.

8 Akasa Alif, wawancara, Banyuwangi 04 Oktober 2022.

8 Deki Firmansyah, wawancara, Banyuwangi 04 Oktober 2022.
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Meskipun usaha saya ini tidak begitu besar namun saya telah
memiliki NPWP dan telah menjadi Wajib Pajak. Karena bagi saya
kepemilikan NPWP ini sangat penting sebagai pelaku usaha dan
sebagai masyarakat yang patuh pada kewajiban perpajakan.®®

Ibu Tolak Alfiyah selaku pelaku usaha produksi ayam
betutu/ayam bakar mengatakan bahwa:

Saya mempunyai NPWP namun NPWP yang saya punya sudah
mati, karena dulu usaha yang saya jalankan sempat tutup sementara
dan saya menonaktifkan NPWP yang saya miliki, dan setelah
beberapa tahun kemudian saya membuka kembali usaha ini dan
NPWP tersebut belum sempat saya aktifkan kembali.®®

Ibu Emy selaku pelaku usaha rumah produksi Ilbu Emy
menyampaikan bahwa:

Terkait NPWP saya sudah memilikinya karena untuk membuat

surat izin usaha perdagangan harus mempunyai NPWP, maka dari

itu saya membuat NPWP untuk persyaratan surat izin usaha

perdagangan, supaya usaha yang saya jalankan ini berkembang. ®°

Menurut Ibu Jumlani selaku pelaku usaha kerupuk mengatakan
bahwa:

Untuk NPWP saya tidak memilikinya, karena menurut saya jika

sudah memiliki NPWP maka harus membayar pajak tepat waktu,

dan saya merasa penghasilan yang saya dapatkan ini masih belum

pantas jika dikenakan pajak.”

Ibu Asiyah sebagai pelaku usaha kripik pisang, jagung dan jamu
tradisional juga mengatakan hal yang serupa bahwa:

Saya tidak memiliki NPWP, penghasilan usaha yang saya

dapatkan ini masih bisa dibilang kecil dan jika saya memiliki

NPWP maka harus membayar pajak tepat waktu. Sedangkan
pengeluaran yang saya keluarkan tiap harinya ini banyak, belum

8 H. Paiman, wawancara, Banyuwangi, 04 Oktober 2022.

% Tolak Alfiyah, wawancara, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
% Emy, wawancara, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.

% Jumlani, wawancara, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
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lagi modal yang saya miliki harus terbagi dengan keperluan
sehari-hari. Maka dari itu saya belum membuat NPWP.%
Bapak sunawi sebagai pelaku wusaha perahu mini hias

menyampaikan bahwa:

Saya memiliki NPWP namun saat pandemi kemarin NPWP yang
saya miliki dengan saya di nonaktifkan karena kurangnya
penghasilan yang saya dapatkan. Jika saya tidak melakukan hal
tersebut maka saya harus membayar pajak tepat waktu sedangkan
penghasilan yang saya dapatkan masih kurang atau minim. Dan
sekarang usaha yang saya jalankan mulai berkembang lagi tapi
saya belum mengaktifkan kembali NPWP yang saya punya karena
belum ada waktu.*®

Ibu Nita Yulianah sebagai pelaku usaha pengrajin baju/butik
rumah jahit Bunda Nita mengatakan bahwa:

Saya memakai NPWP suami saya untuk menjalankan usaha ini.
Sedangkan saya belum memilikinya, karena saya belum sempat
untuk membuatnya akibat keseharian mengurusi rumah dan belum
lagi usaha yang saya jalankanini, namun jika ada waktu saya akan
membuat NPWP.**

Menurut Ibu Arwaningsih sebagai pelaku usaha pembuatan kue-
kue menyampaikan bahwa:

Saya tidak memiliki NPWP, usaha yang saya miliki ini cuma
pembuatan kue-kue basah, jika ada yang mesan saya akan
membuatnya. Mana lagi modalnya yang bisa dibilang lumayan
mahal karena bahan-bahan yang saya butuhkan dalam pembuatan
kue harganya naik dan untuk penghasilannya pun tidak seberapa.
Jika saya memiliki NPWP maka saya mengalami kerugian usaha.
Maka dari itu saya tidak memiliki NPWP.*

Bapak Usnan selaku usaha ikan segar mengatakan yang serupa

bahwa:

% Asiyah, wawancara, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.

% Sunawi, wawancara, Banyuwangi, 06 Oktober 2022.

% Nita Yulianah, wawancara, Banyuwangi, 06 Oktober 2022.
% Arwaningsih, wawancara, Banyuwangi, 06 Oktober 2022.
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Usaha yang saya miliki ini kecil cuma jual ikan segar, saya
merasa belum layak jika saya harus memiliki NPWP. Karena
penghasilan yang saya dapatkan ini tidak seberapa dibandingkan
dengan modal usahanya. Sedangkan jika memiliki NPWP
diharuskan patuh dan wajib membayar pajak. Belum lagi ngurus
persyaratannya bagi saya yang kurang pengetahuan mengenai
pajak cukup susah untuk saya lakukan.*®

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa
pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan yang kurang menjadi
salah satu akibat pelaku usaha di Desa Bangsring tidak memiliki NPWP
dan tidak tahu tentang fungsi atau kegunaan NPWP seutuhnya yakni bisa
memperluas atau mengembangkan usaha yang dijalankan. Dalam
kepemilikan NPWP wajib dimiliki oleh setiap masyarakat yang sudah
sesuai dengan persyaratan subjektif maupun persyaratan objektif,
sedangkan tata cara dalam memiliki cukup mudah yaitu bisa dilakukan
dengan media online maupun offline dengan cara mendatangi kantor
KPP Pratama tedekat. Adapun fungsi kepemilikan NPWP untuk

mengetahui identitas Wajib Pajak menjaga ketertiban dalam perpajakan.

c. Penyetoran Pajak

Penyetoran pajak merupakan suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan. oleh Wajib Pajak untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional. Penyetoran pajak dilakukan oleh Masyarakat yang
telah menjadi Wajib Pajak. Penyetoran pajak harus menggunakan Surat

Setoran Pajak (SSP) kemudian melaporkannya pada KPP dengan

menggunakan SPT Masa. Penyetoran pajak penghasilan pada pelaku usaha

% Usnan, wawancara, Banyuwangi, 06 Oktober 2022.
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di Desa Bangsring yang telah menjadi Wajib Pajak rata-rata telah
menyetor pajaknya melalui teller bank/pos persepsi, ATM, dan mobile
banking. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Musani selaku pegawai
Dinas Pajak Kabupaten Banyuwangi mengatakan bahwa:

Untuk penyetoran pajak sudah bisa dilakukan melalui online baik
Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Pribadi, menggunakan e-
Billing dengan masuk ke laman https://djponline.pajak.go.id
setelah itu isi data pada menu e-Billing tersebut dengan lengkap
dan setelah mendapatkan kode e-Billing bayar pajaknya bisa
dilakukan melalui bank, kantor pos, atau ATM. Sedangkan
penyetoran pajak offline juga bisa dilakukan dengan datang ke
KPP Pratama, dan disini Wajib Pajak nanti akan mengisi formulir
SPT tahunan dengan benar dan lengkap setelah mengisi formulir
maka Wajib Pajak akan diberikan tanda bukti pelaporan SPT
tahunan.®’

Menurut Bapak Akasa Alif selaku pelaku usaha batu hias di Desa
Bangsring mengatakan bahwa:

Dalam penyetoran pajak setiap tahun saya pasti menyetor pajak,
untuk penyetoran pajak terkadang saya menyetor melalui bank
atau kantor pos setelah mendapatkan bukti pelaporan SPT dari
kantor pajak. Kalau menyetor pajak kan sebelumnya harus
mengisi formulir SPT terlebih dahulu baru bisa menyetorkan
pajak. %

Bapak Deki Firmansyah selaku pelaku usaha produksi ikan hias
dan tanaman laut menyampaikan bahwa:

Memang untuk penyetoran pajak ada dua cara bisa dilakukan
dengan offline maupun media online. Dulu sebelum ada cara
lewat media online saya menyetor pajak dengan cara offline. Cara
yang offline ini ribet harus antri dan masih mengisi formulir SPT,
belum lagi antri untuk pembayarannya ke bank. Sekarang saya
sudah melakukan penyetoran pajak dengan cara media online
lebih praktis dan tidak mengantri lagi. Setiap masa pagak tiba saya
pasti akan menyetor pajak dengan cara media online.’

% Musani, wawancara, Banyuwangi, 03 Oktober 2022.
% Akasa Alif, wawancara, Banyuwangi, 04 Oktober 2022.
% Deki Firmansyah, wawancara, Banyuwangi, 04 Oktober 2022.
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Hal serupa disampaikan oleh lIbu Emy selaku pelaku usaha rumah
produksi Ibu Emy bahwa:

Dalam perkembangan yang semakin canggih di zaman ini, untuk
penyetoran pajak saya melakukan dengan media online, karena
memudahkan saya dalam penyetoran pajak. Kalau lewat media
online penyetoran pajak cuma mengisi e-Billing pada laman djp
online dan setelah mendapatkan kode e-Billing baru bisa
menyetor pajak lewat mobile banking atau ATM. Dan menurut
saya dengan adanya media online segala urusan dalam penyetoran
pajak lebih praktis dan efisien.'®

Menurut Bapak H. Paiman selaku pelaku usaha meubel
mengatakan bahwa:

Penyetoran pajak biasanya saya langsung datang ke kantor pajak
untuk mengurusi pengisian formulir SPT terlebih dahulu
kemudian menyetor atau membayar pajaknya bisa dilakukan
melalui bank dan kantor pos setelah mendapatkan tanda bukti
pelaporan SPT dari kantor pajak. SPT ini berguna untuk pela(Poran
pajak penghasilan, pajak yang terutang dan lain sebagainya.*

Ibu Tolak Alfiyah selaku pelaku usaha produksi ayam
betutu/ayam bakar mengatakan bahwa:

Selama saya menjadi Wajib Pajak, saya selalu patuh dalam
penyetoran pajak. Dalam penyetoran pajak biasanya saya
melakukannya lewat offline maupun lewat media online. Jika saya
tidak ada kesibukan pada waktu jatuh tempo masa pajak, saya
akan datang ke kantor pajak untuk mengurusi penyetoran pajak
yang saya terima. Namun jika sebaliknya, maka saya melakukan
penyetoran pajak lewat media online karena lebih mudah dan
efisien.!%?

Dari wawancara di atas menyatakan bahwa dalam pelaporan
pajak lebih mudah menggunakan cara media online karena lebih praktis

dan efisien. Pelaku usaha di - Desa Bangsring rata-rata sudah

190 Emy, wawancara, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
101 4 paiman, wawancara, Banyuwangi, 04 Oktober 2022.
192 Tolak Alfiyah, wawancara, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
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menggunakan media online dengan membuka laman djp online lalu
memilih e-Billing dan mengisi data e-Billing tersebut dengan benar.
Setelah mendapatkan kode e-Billing baru bisa membayar pajaknya
melalui bank, kantor pos, atau ATM. Selain itu, pelaku usaha di Desa
Bangsring yang masih kurang paham dalam pelapoan pajak lewat media
online, pelaku usaha di Desa Bangsring yang sudah menjadi Wajib Pajak
bisa melakukannya dengan cara offline yaitu datang langsung ke kantor
pajak dan mengurusi pelaporan pajak tersebut di kantor pajak.
d. Tarif Pajak Penghasilan
Tarif pajak penghasilan merupakan suatu dana pengenaan pajak
atas objek pajak yang berupa penghasilan, pendapatan harta dan lainnya
dan ini menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Adapun pernyataan dari
Bapak Musani selaku pegawai Dinas Pajak Kabupaten
Banyuwangi adalah sebagai berikut:
Dalam tarif pajak penghasilan untuk usaha perdagangan yaitu 0,5
% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
Tarif ini untuk UMKM yang usahanya seperti penjahit, toko/kios,
rumah makan dan lainnya dengan predaran bruto yang tidak
melebihi 4,8 miliar per tahun. Untuk perhitungan tarifnya, omzet
dikalikan tarif PPh Final. Sedangkan dalam UU PPh penghasilan
dari-nol sampai dengan lima puluh juta dikenakan tarif 5% dan
juga ada perubahan tarif akibat pandemi kemarin yaitu perubahan
dalam UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) untuk
penghasilan dari nol sampai dengan enam puluh juta dikenakan
tarif 5%. Dalam perubahan tarif pajak penghasilan ini bermanfaat
untuk mendukung pencapaian target rasio pajak terhadap PDB

tahun-tahun berikutnya. Dan dengan adanya perubahan tarif ini
semoga saja akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.'®

193 Musani, wawancara, Banyuwangi, 03 Oktober 2022.
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Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Deki Firmansyah selaku
pelaku usaha ikan hias dan tanaman laut bahwa:

Untuk tarif pajak penghasilan mengalami perubahan, saya sebagai

pelaku usaha dan Wajib Pajak sudah mengalami dengan adanya

perubahan tarif pajak penghasilan yang awalnya 1% menjadi

0,5%, dan hal tersebut membuat saya sebacb;ai pelaku usaha dapat

mengurangi beban pajak yang saya terima.**

Ibu Emy selaku pelaku usaha rumah produksi juga
menyampaikan hal yang serupa bahwa:

Memang benar tarif pajak penghasilan mengalami perubahan

sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan hal ini tentunya

bermanfaat bagi saya sebagai pelaku dan Wajib Pajak karena

dengan adanya perubahan tarif ini dapat mengurangi beban pajak

yang saya terima dan saya bisa lebih fokus pada pengembangan

usaha yang saya miliki.'®>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa
tarif pajak penghasilan untuk usaha dagang mengalami perubahan yang
awal tarifnya 1% menjadi 0,5% dan hal tersebut memiliki dampak pada
pihak pelaku usaha karena memudahkan pelaku usaha dalam membayar
pajak dan juga dapat memulihkan perekonomian negara dengan
penerimaan negara di bidang pajak karena adanya peningkatan kepatuhan
Wajib Pajak dan hal itu mengurangi kelalaian Wajib Pajak terhadap

kewajibannya dalam perpajakan. Untuk perhitungan tarifnya cukup

mudah yaitu omzet dikalikan dengan tarif PPh Final.

104 Deki Firmansyah, wawancara, Banyuwangi, 04 Oktober 2022.
195 Emy, wawancara, Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
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e. Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan

Kepatuhan perpajakan merupakan kesadaran diri atau kemauan diri
sendiri sebagai Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak. Dan sebagai
Wajib Pajak seharusnya patuh terhadap perpajakan. Kepatuhan perpajakan
ini seperti melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan
tahunan dari Wajib Pajak. Maka dari itu, pemahaman mempunyai dampak
atau implikasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
Adapun pernyataan Bapak Musani selaku pegawai Dinas Pajak Kabupaten
Banyuwangi sebagai berikut:

Untuk kepatuhan dalam perpajakan ini Wajib Pajak harus patuh
dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Kepatuhan
perpajakan ini tergantung pada kesadaran diri Wajib Pajak. Jika
Wajib Pajak sudah sadar akan pentingnya kepatuhan perpajakan
maka berdampak positif karena telah berkontribusi terhadap
penerimaan pajak pada negara. Untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak kami dari Dinas Pajak sudah memberikan layanan
sosialisasi mengenai perpajakan, sanksi atau denda jika tidak patuh
dalam membayar pajak dan juga kami sudah meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan agar Wajib Pajak patuh terhadap
perpajakan. Meskipun begitu masih saja ada kendalanya seperti
kurangnya kesadaran diri Wajib Pajak terhadap kepatuhan
perpajakan serta kurangnya pengetahuan serta pemahaman mengenai
perpajakan. Untuk solusi dalam peningkatan pajak ini kami sudah
melakukan dengan optimal namun hal yang paling penting itu
kesadaran diri dari Wajib Pajak itu sendiri.*®

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri selaku
Sekretaris Desa Bangsring bahwa:

Dalam kepatuhan perpajakan kesadaran diri dan pengetahuan serta
pemahaman mengenai perpajakan merupakan hal yang penting.
Kami selaku aparat Desa Bangsring sudah bekerja sama dengan
Dinas Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap
Perpajakan dengan memberikan layanan sosialisasi perpajakan. Dari

106 Musani, wawancara, Banyuwangi, 03 Oktober 2022.
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sekian banyaknya yang mengikuti sosialisasi yang patuh terhadap
perpajakan masih bisa dikatakan minim. Dan hal itu, kembali lagi
pada kesadaran diri masyarakat sebagai pelaku usaha, pada dasarnya
kesadaran ini merupakan hal yang paling penting bagi Wajib Pajak
dalam mematuhi hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku.**’
Ibu Emy selaku pelaku usaha rumah produksi juga mengatakan
bahwa:
Sebagai Wajib Pajak tentunya harus patuh dalam perpajakan, dan
jika tidak patuh biasanya akan dikenakan sanksi administrasi.
Kepatuhan ini berasal dari kesadaran diri sendiri, jika sudah sadar
maka Wajib Pajak tidak akan lalai akan kewajibannya. Dan itu
berdampak pada kepatuhan dalam membayar pajak. Saya pribadi
juga seperti itu, sebagai pelaku usaha dan Wajib Pajak harus patuh
terhadap perpajakan.’®
Dari hasil pemaparan wawancara data di atas, peneliti
menyimpulkan bahwa pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan
merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak
terhadap perpajakan. Tidak hanya itu, kesadaran diri juga merupakan hal
penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak.
karena hal tersebut berdampak positif kurangnya pengetahuan dan
pemahaman pentingnya perpajakan akan mengakibatkan kelalaian atau
ketidak patuhan Wajib Pajak terhadap perpajakan. Meskipun sudah ada
sosialisasi dari Dinas Pajak dan Kantor Desa Bangsring mengenai
perpajakan namun inisiatif dari dirinya sendiri masih kurang untuk patuh
terhadap perpajakan.

Oleh sebab itu, kepatuhan perpajakan pada pelaku usaha di Desa

Bangsring belum maksimal ~ karena masih kurangnya pengetahuan dan

197 saiful Bahri, wawancara, Banyuwangi, 03 Oktober 2022.
198 Emy, wawancara,Banyuwangi, 05 Oktober 2022.
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pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan khususnya pajak
penghasilan. Sehingga tingkat kepatuhan perpajakan di Desa Bangsring bisa
dikatakan masih rendah.
C. Pembahasan Temuan
Gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori dan dimensi, posisi temuan
dengan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang
diungkap dari lapangan mengenai
1. Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa
Bangsring dalam Membayar Pajak Penghasilan.

Dari hasil temuan peneliti, bahwa pengetahuan dan pemahaman
pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa
Bangsring Kabupaten Banyuwangi dalam memahami perpajakan, ketentuan
dan kepatuhan perpajakan serta pengetahuan pajak penghasilan belum
sepenuhnya mengerti atau paham. Karena kurangnya pengetahuan serta
kemampuan atau kesadaran diri untuk mengetahui pajak masih kurang
sehingga tidak menerapkannya dalam diri pelaku usaha Desa Bangsring.

Dari data yang diperoleh dilapangan terdapat kesesuaian dengan teori
Thomas Sumarsan bahwa  pemahaman pajak dari perspektif hukum
merupakan suatu kewajiban bagi Wajib Pajak untuk membayar sejumlah
penghasilan pada negara setiap setahun satu kali.'®® Dalam hal ini, peneliti
menemukan temuan dalam pengetahuan dan pemahaman pajak di Desa

Bangsring yaitu tidak semua pelaku usaha mengetahui dan memahami pajak

%9 Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan
Undang-Undang Terbaru, 4.
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karena kurangnya pengetahuan mengenai pajak serta minimnya kesadaran
diri atau usaha untuk mengetahui perpajakan masih sangat rendah. Serta
karena faktor usia dan pendidikan yang tidak memadai, sehingga
mengakibatkan kelalaian pelaku usaha untuk mengetahui serta memahami
pentingnya perpajakan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Lukman Hakim Siregar dan Santi dari Universitas Dharmawangsa yang
dimana pembahasannya berfokus pada penyusunan laporan laba rugi sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) namun dalam perhitungan
pajak penghasilan belum sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor
36 Tahun 2008 karena masih adanya biaya yang belum dikoreksi/fiskal
sesuai dengan peraturan perpajakan.'’® Berbeda dengan temuan peneliti
untuk mengetahui penyebab kurangnya pengetahuan dan pemahaman pada
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai pajak
penghasilan.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Zein
Aden Pranata dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mana
pembahasannya dalam pemahaman. pajak penghasilan mengenai tingkat
pemahaman pajak Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) disebabkan
karena kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban serta sanksi

perpajakan.

10 T ykman Hakim Siregar dan Santi, “Analisis Perhitungan Pajak Perusahaan Industri Kemasan
(Studi Kasus Pajak Penghasilan PT. Nagamas Packaging)”, Jurnal Bisnis Net, Vol. 3 (2020).
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a. Kepemilikan NPWP

Dari hasil temuan peneliti, bahwa kepemilikan NPWP pada
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bangsring
masih  belum sepenuhmya memiliki NPWP karena kurangnya
pengetahuan  serta pemahaman  mengenai  perpajakan  yang
mengakibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di
Desa Bangsring cenderung tidak memiliki NPWP dan kurang berminat
dalam kepemilikan NPWP yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak
dan digunakan Wajib Pajak dalam penyetoran pajak serta pengawasan
administrasi perpajakan.

Dari data yang diperoleh dilapangan terdapat kesesuaian dengan
teori Agus Waskito bahwa NPWP merupakan nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak untuk memenuhi hak

dan kewajibannya dalam perpajakan.'**

Dalam hal ini, peneliti
menemukan sebuah temuan dalam pemahaman pajak penghasilan di
Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi mengenai kepemilikan NPWP
yaitu pemikiran yang minim karena kurangnya pengetahuan serta
pemahaman_mengenai perpajakan dan akibatnya mereka berfikir jika
memiliki NPWP ini akan merugikan usaha yang mereka punya. Selain
pemikiran yang minim, kemauan diri atau usaha untuk mengetahui pajak

masih sangat rendah. Kepemilikan NPWP berfungsi untuk membantu

dalam perkembangan usaha karena dalam setiap administrasi tertentu

1 Agus Waskito, Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan Buku Wajib Setiap Pemilik NPWP,

19.
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akan dimintai NPWP, sehingga kepemilikan NPWP bagi Wajib Pajak
merupakan hal yang penting.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan
oleh Ferry Irawan dan Faizal Achmad dari Politeknik Keuangan Negara
STAN vyang dimana pembahasannya berfokus pada perbandingan data
penerimaan PPh Final atas UMKM baik dari PP 46 Tahun 2013 maupun
PP 23 Tahun 2018 dengan pertumbuhan Wajib Pajak orang pribadi
(usahawan dan pekerja bebas) serta badan usaha yang terdaftar di KPP
Pratama Malang Selatan.'*? Berbeda dengan temuan peneliti yaitu untuk
mengetahui sebab serta alasan pelaku usaha yang sampai sekarang belum
memiliki NPWP, sedangkan dari Dinas Pajak dan dari pegawai Kantor
Desa Bangsring sudah memberikan layanan sosialisasi mengenai
perpajakan serta di dalam sosialisasi tersebut sudah menjelaskan
pentingnya kepemilikan NPWP.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Zein Aden
Pranata dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mana
pembahasannya dalam pemahaman pajak penghasilan mengenai
kepemilikan NPWP tidak semua dari pelaku usaha memiliki NPWP, dan

bahkan sampai saat ini pelaku usaha tersebut tidak memiliki NPWP.1*3

12 Ferry Irawan dan Faizal Achmad Putra Erdika, “Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”, Jurnal Pajak
Indonesia, Vol 5 (2021).

13 Zein Aden Pranata, “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap
Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tambung”, Jurnal
Pembangunan Perkotaan, Vol 8 (2020).
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b. Penyetoran Pajak

Bisa dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti, bahwa dalam penyetoran pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) di Desa Bangsring menggunakan dengan dua
cara, cara yang pertama yaitu penyetoran pajaknya bisa dilakukan offline
dengan mendatangi langsung ke Dinas Pajak dan cara yang kedua bisa
dilakukan melalui media online dengan masuk melalui laman djp online.

Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan
teori Thomas Sumarsan bahwa penyetoran pajak bisa dilakukan dengan
cara offline maupun dengan media online.’* Data di lapangan
menunjukkan, bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) di Desa Bangsring dalam penyetoran pajak lebih memilih
menggunakan cara media online karena lebih praktis dan efisien bagi
yang sudah paham dan mengerti tata cara dalam penyetoran pajak secara
media online. Sedangkan yang belum paham karena kurangnya
pengetahuan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di
Desa Bangsring lebih memilih menggunakan cara yang kedua yakni
dengan cara mendatangi- langsung ke Dinas Pajak untuk mengurusi
penyetoran pajaknya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Andi
Afdilla dan Audiah Umairah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara yaitu pembahasannya berfokus pada perubahan tarif Usaha Mikro,

1% Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan
Undang-Undang Terbaru, 54.
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Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimana pelaku usaha belum
mengetahui adanya perubahan tarif tersebut, sehingga membuat lalai
pelaku usaha dalam penyetoran pajaknya.''®> Berbeda dengan penemuan
peneliti, yang dimana dalam pengetahuan dan pemahaman pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bangsring dalam
penyetoran pajak sudah mengetahui tata cara penyetoran pajak lewat
media online yang memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) di Desa Bangsring untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh
Lukman Hakim Siregar dan Santi yang mana pembahasannya
menyediakan tata cara penyetoran pajak dalam pengetahuan serta
pemahaman pajak terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah(UMKM) yang memudahkan pelaku usaha dalam penyetoran
pajak yang dikenakan.*'®

c. Tarif Pajak Penghasilan

Adapun tarif pajak penghasilan usaha dagang yaitu 0,5% karena
adanya perubahan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan hal tersebut berdampak
pada pelaku usaha karena dapat mengurangi beban pajak yang mereka
terima. Untuk contoh perhitungan pajak penghasilannya sebagai berikut:

Ibu emy merupakan pelaku usaha di Desa Bangsring yang

memiliki usaha rumah produksi dan setiap bulannya memiliki omzet

15 Andi Afdillah dan Audiah Umairah, “Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap
Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)”,
Jurnal Pembangunan Perkotaan, Vol 9 (2021).

18 L ukman Hakim Siregar dan Santi, “Analisis Perhitungan Pajak Perusahaan Industri Kemasan
(Studi Kasus Pajak Penghasilan PT. Nagamas Packaging)”, Jurnal Bisnis Net, Vol 3 (2020).
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penghasilan sekitar Rp15.000.000,00 maka untuk perhitungan pajaknya
adalah omzet dikali tarif PPh Final (Rp15.000.000,00 x 0,5%) hasilnya
Rp75.000 per bulan. Hasil per bulan ini nanti dijumlahkan dengan 12
bulan karena pembayaran pajak diakumulasikan menjadi satu tahun. Jadi,
Rp75.000 dikali 12 bulan hasilnya Rp900.000,00. Maka pengenaan pajak
penghasilan 1bu Emy per tahun Rp900.000,00.

Sedangkan perubahan tarif Pajak Penghasilan menurut UU PPh

dan UU HPP sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tarif Pajak Penghasilan
Lapisan UU PPh UU HPP
Tarif  'Rentang Penghasilan | Tarif | Rentang Penghasilan Tarif
I 0 - Rp 50 Juta 5% 0 - Rp 60 Juta 5%
I >Rp 50 Juta- Rp 250 | 15% | >Rp 60 Juta - Rp 250 Juta | 15%
Juta
i >Rp 250 Juta- Rp 500 | 25% | >Rp 250 Juta—Rp 500 | 25%
Juta Juta
1\ >Rp 500 Juta 30% | >Rp 500 Juta—5 Miliar | 30%
\% >5 Miliar 35%

Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan Bapak Musani
Sebagaimana data penelitian yang dilakukan oleh peneliti di
lapangan sesuai dengan teori Agus Waskito untuk pengenaan tarif pajak
penghasilan atau UU PPh.**’ Dalam hal ini peneliti menemukan sebuah
temuan yang dimana terdapat perubahan tarif pajak akibat perubahan

PP Nomor 46 Tahun 2013 yang awalnya 1% menjadi 0,5% kesesuaian

17 Agus Waskito, Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan Buku Wajib Setiap Pemilik NPWP,
57.
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dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan hal ini menguntungkan bagi
pelaku usaha karena mengurangi beban pajak yang diterima.

Temuan ini sama dengan penelitian Cinantya Kumaratih dan
Budi Ispriyarso berjudul ‘“Pengaruh Kebijakan Tarif PPh Final
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM” yang membahas
terjadinya perubahan tarif dan Kkurangnya pengetahuan serta
pemahaman dalam penurunan tarif pajak. Dan juga sama dengan
penelitian Shafirah Sri Ningsih dan Fitriani Saragih yang berjudul
“Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan
Pemerintah Tentang PP No0.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak
UMKM” penelitian ini bertolak belakang karena membahas tentang
ketentuan pengenaan pajak UMKM menurut PP No.23 Tahun 2018.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Yuyun Apriani Christian,
Grace B. Nangoi dan Novi S. Budiarso dengan judul “Implikasi
Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak
Penghasilan Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya” yang membahas
perbandingan pajak penghasilan berdasarkan UU pajak penghasilan dan
pajak penghasilan final 1%.8
d. Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu unsur penting bagi Wajib

Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Karena memiliki dampak yang

positif baik individu maupun bagi negara. Sebagaimana yang sudah

18 Yuyun Apriana Christian, Grace B. Nangoi, Novi S. Budiarso, “Implikasi Pengenaan Pajak
Penghasilan Final Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Empat Tujuh Abadi
Jaya”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 14 (2019).
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diketahui bahwa, jika pengetahuan serta pemahaman Wajib Pajak mengenai
perpajakan sudah melekat pada dirinya maka Wajib Pajak akan taat dan
patuh terhadap perpajakan serta tidak akan lalai dengan kewajibannya
tersebut.

Dari hasil temuan peneliti, bahwa faktor utama yang memengaruhi
kepatuhan  perpajakan yaitu kurangnya pengetahuan perpajakan,
pemahaman perpajakan dan kesadaran diri Wajib Pajak pada pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bangsring terhadap
perpajakan sehingga pelaku usaha tersebut lalai dalam kewajibannya
sebagai Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh A’im Umatul Ma’rifah yang berjudul “Analisis
Pemberlakuan UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”
pada hasil penelitian menemukan, pengetahuan serta pemahaman
perpajakan merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang
perpajakan lalu melaksanakan atau mengerjakan pengetahuan tersebut agar
patuh untuk membayar pajak. Dan jika lalai maka akan dikenakan sanksi,
pengenaan sanksi tersebut untuk mencegah supaya Wajib Pajak tidak
melanggar norma perpajakan.**®

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Intan Ramadhani Daulay yang berjudul “Analisis Pemahaman Wajib Pajak
UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang- Tarif UMKM (Studi

Kasus di Kecamatan Medan Marelan)” yang mana pada pembahasan

9 A’im Umatul Ma’rifah, “Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM?”, (Skripsi,Program Studi Ekonomi dan Bisnis Akuntansi, Universitas
Bhayangkara Surabaya, 2019).
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UMKM di Kecamatan Medan Marelan, bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) belum sepenuhnya patuh terhadap kewajibannya
sebagai Wajib Pajak karena belum sepenuhnya mengetahui adanya
perubahan tarif pajak penghasilan.®® Sedangkan dalam penemuan peneliti,
pelaku usaha akan patuh terhadap perpajakan jika pengetahuan dan
pemahaman perpajakan sudah melekat pada diri pelaku usaha dan hal
tersebut akan membuat pelaku usaha melaksanakannya atau

mengaplikasikannya sehingga patuh akan perpajakan.

20 Intan Ramadhani Daulay, “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban
Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)”, Jurnal
Pembangunan Perkotaan, Vol 8 (2020).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian mengenai Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan
pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring Kabupaten
Banyuwangi sebagai berikut
1. Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring
dalam Membayar Pajak Penghasilan
Kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan disebabkan
kurangnya pengetahuan, pemahaman pajak, ketentuan dan kewajiban pajak
khususnya pengetahuan pajak penghasilan yang mengakibatkan pelaku
usaha tidak memiliki NPWP, serta tidak mengetahui penyetoran dan tarif
pajak serta kurangnya kemampuan diri sendiri atau kesadaran diri untuk
mengetahui pajak sehingga mengakibatkan kelalaian dalam membayar
pajak.
B. Saran
1. Kantor Dinas Pajak seharusnya mengoptimalisasi sosialisasi mengenai
pengetahuan pajak khususnya pajak penghasilan pada Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) supaya pelaku usaha mengetahui dan memahami
perpajakan.
2. Pendampingan dari Dinas Pajak kepada pelaku usaha dengan rutin seperti
memberi pengetahuan serta arahan supaya pelaku usaha mematuhi pajak

atau membayar pajak dan tidak lalai lagi.
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- Dsn. Paras Putih Rt.04/03
8. Martoyo lkan Segar Lokal Banyuwangi
Dsn. Paras Putih Rt.03/03 i
9. Sunawi Pcrahu Layar Mini Hias Lokal Banyuwangi
Dsn. Paras Putih Rt.01/01 i
10. Arwaningsih Pembuatan Kue-Kue Lokal Banyuwangi
Dsn. Krajan II Rt.02/01
11. Asiyah Kripik Pisang,Jagung dan L.okal Banyuwangi
Dsn. Krajan 11 Rt.03/01 Jamu Tradisional.
12. | Sahitno Meubel Lokal Banyuwangi
Dsn. Krajan II Rt.05/01 e
13. | Ibu Emy Rumah Produksi Ibu Emy Banyuwangi dan Luar Kota
Dsn.Paras Putih Rt.04/03
14. Tolak Alfiyah Ayam Betutuw/Ayam Bakar Lokal Banyuwangi/Bali
Dsn. Krajan I Rt.02/01
15. Akasa Alif Batu Hias Banyuwangi/luar Kota/Exspor
Dsn.Paras Putih Rt.02/03
16. Jasmin Rumah Produksi Jamin Banyuwangi/Luar Kota

Dsn.Krajan 1 Rt.01/02




Wawancara dengan Bapak Musani (Pegawai Dinas Pajak)
(Tanggal 03 Oktober 2022)

Wawancara dengan Bapak Syaiful Bahri (Sekretaris Kantor Desa Bangsring)
(Tanggal 03 Oktober 2022)



Wawancara dengan Ibu Nita Yulianah (Pelaku usaha pengrajin baju/ butik rumah
jahit Nita)
(Tanggal 06 Oktober 2022)

B

Wawancara dengan Bapak Sunawi (Pelaku usaha perahu mini hias)
(Tanggal 06 Oktober 2022)
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Wawancara dengan Ibu Arwaningsih (Pelaku usaha pembuatan kue-kue)

(Tanggal 06 Oktober 2022)

Wawancara dengan Bapak H. Paiman (Pelaku usaha mebel)
(Tanggal 04 Oktober 2022)



Wawancara dengan Ibu Emy (Pelaku usaha rumah produksi)
(Tanggal 05 Oktober 2022)

Wawancara dengan Bapak Akasa Alif (Pelaku usaha batu hias)
(Tanggal 04 Oktober 2022)



Wawancara dengan Bapak Deki Firmansyah (Pelaku usaha ikan hias dan tanaman
laut)
(Tanggal 04 Oktober 2022)

Wawancara dengan Ibu Tolak Alfiyah (Pelaku usaha Ayam betutu/ayam bakar)
(Tanggal 05 Oktober 2022)
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Wawancara dengan Ibu Jumlani (Pelaku usaha kerupuk)
(Tanggal 05 Oktober 2022)

Wawancara dengan lbu Asiyah (Pelaku usaha kripik pisang, jagung dan jamu
tradisional)
(Tanggal 05 Oktober 2022)
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Wawancara dengan Bapak Usnan (Pelaku usaha ikan segar)
(Tanggal 06 Oktober 2022)
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Email : nailatulmufidah14@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1.  MINU Al-Khairiyah Curah Jeru  (2006-2010)
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